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“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat
mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar
mereka kembali (ke jalan yang benar) ”.

(Q.S. Ar-rum (30):41)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang
dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat
keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
05936/U/1987.

A. KonsonanTunggal
Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama
pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian
berlambangkan huruf, tanda, dan dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut merupakan daftar huruf Arab beserta
transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf | Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

i Alif Tidak Tidak

dilambangkan dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa S Es

z Jim J Je

z Ha H Ha

z Kha Kh Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet

J Ra R Er

3 Zai Z Zet

o Sin S Es

viii




o Syin Sy Es dan Ye
ua Sad S Es
U= Dad D De

L Ta T Te

L Za Z Zet

¢ ‘Ain Komai1 terbalik

(di atas)

¢ Gain G Ge

a Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

i Kaf K Ka

dJd Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

3 Wau W We

> Ha H Ha

. Hamzah ' Apostrof
¢ Ya Y Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan
tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai

berikut:
Huruf Nama Huruf Latin | Keterangan
Arab
: Fathah A A
- Kasrah | |
: Dammah U U
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2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang

gabungan antara harakat dengan huruf, adapun
transliterasinya sebagai berikut:
Huruf Nama Huruf | Keterangan
Arab Latin
s Fathah dan Ai Adan |
Ya Sukun
5 Fathah dan Au Adan U
Wau Sukun

3. Vokal Panjang (Madda)
Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang

berupa antara harakat dengan huruf, adapun
transliterasinya sebagai berikut:
Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
+ Fathah dan A dan garis di
Alif A atas
s Fathah dan A dan garis di
Alif Magqsiir A atas
-+ Kasrah dan I dan garis di
Ya Mati I atas
) Dammah U dan garis di
dan Wawu U atas
Mati

4. Ta’ marbutah
Transliterasi 7Ta’ Marburah ini menempati dua

tempat:




a) Ta’marbutah Hidup
Ta’'marbutah  dikatakan  hidup, lantaran
berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun
transliterasinya berupa /t/.
CONTOH
Jadll 51 Zakatul-fitri

JULY 2, Raudhatul-azfal

b) Ta’marbutah Mati

Ta’'marbutah yang dimatikan sebab berharakat
sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata
terakhir yang terdapat ta ‘marbutah disertai dengan
kata yang menggunakan kata sandang “al” serta
bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta
marbutah tersebut tergolong pada transliterasi
berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada
kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa
Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain
sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap

lafal aslinya.
CONTOH
i Jizyah
Wl a0 Karamahal-auliya’
5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan
tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah
berlambangkan huruf.
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CONTOH

% Rabbana
i Nazzala
'G;; Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab

dilambangkan dengan J!, namun pada transliterasi ini
terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

a)

b)

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah
Kata sandang yang disertai dengan huruf
syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi,
misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf
sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata
sandang yang ada.
Kata sandang yang disertai dengan huruf gamariah
Kata sandang yang disertai dengan huruf
gamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan
yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH

bl Asy-syamsu

LA Al-galamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan

tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang
berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang
menempati awal kata dilambangkan dengan alif.
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CONTOH
A An-nau’u
2k Syai’un

8. Penulisan Kata
Setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis
secara terpisah. Kata tertentu dalam penulisan huruf
Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab
terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga
pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai
sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya:

CONTOH
S s oh A Ol Walnnalladhalahuwa
khairurrazigin
St 3 W A Bismillahi majrehd wa
- mursaha

9. Huruf Kapital
Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf
kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya
dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan
sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH
Gedldl o b dady Alhamdu lillahi rabbil
/ ‘alamin
e J3ae H Allaahu gafurun
rahim
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10. Tajwid
Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan
dengan Illmu Tajwid, sebab peresmian pedoman
transliterasi  Arab Latin (versi Internasional) ini
membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.
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ABSTRAK

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, tindak pidana yang dilakukukan
Terdakwa adalah tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa
izin, bukan hanya itu saja Terdakwa juga secara berbarengan
melakukan kerusakan lingkungan yang disebabkan sumur bor
minyak Terdakwa kebakaran. Kemudian dalam amar putusan,
hakim mengadili Terdakwa melakukan tindak pidana eksploitasi
minyak bumi tanpa izin saja, padahal melihat fakta hukum yang
ada terdakwa juga melakukan kerusakan lingkungan. Berdasarkan
latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan
masalah yaitu Bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan
sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (illegal
drilling) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam
putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu
studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa Terdakwa
secara hukum terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana Eksploitasi minyak bumi tanpa izin, dan dijatuhi hukuman
pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah
Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi,
jika dilihat dari fakta hukum vyang ada, Terdakwa juga
melakuakan perbarengan tindak pidana yaitu melakukan
kerusakan lingkungan. Seharusnya tindakan Terdakwa masuk
dalam Concurcus Realis, dengan sistem absorbsi stelsel
dipertajam dijatuhkan satu pidana terberat, dengan menambah 1/3
(sepertiga). Sedangkan dalam hukum pidana islam penjatuhan
hukuman kepada terdakwa menggunakan teori campuran (al-
mukhtalath) yaitu menggabungkan kedua jarimah tersebut namun
tidak boleh melampaui batas tertentu.

Kata kunci: eksploitasi, perbarengan tindak pidana, hukum pidana
islam.
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ABSTRACT

In the Sekayu District Court Decision Number
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky., the criminal act committed by the
Defendant was the crime of unauthorized oil exploitation. Not
only that, the Defendant also simultaneously caused
environmental damage due to the fire at the Defendant's oil
drilling well. In the verdict, the judge only adjudicated the
Defendant for the crime of unauthorized oil exploitation, even
though the existing legal facts show that the Defendant also
caused environmental damage. Based on this background, the
researcher formulated two research problems, namely: How is
the Islamic criminal law review and sanctions for the crime of
unauthorized oil exploitation (illegal drilling) that causes
environmental damage in the Sekayu District Court Decision
Number 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky?

This research uses a normative juridical research type.
The data collection technique used by the writer is a literature
study of primary and secondary legal materials.

Based on the research results, it shows that the
Defendant was legally and convincingly proven to have
committed the crime of unauthorized oil exploitation and was
sentenced to four (4) months in prison and a fine of IDR
22,500,000 (twenty-two million five hundred thousand rupiah).
However, based on the existing legal facts, the Defendant also
committed simultaneous crimes by causing environmental
damage. The Defendant's actions should fall under Concurcus
Realis, with the absorption system (absorbsi stelsel) applied by
imposing the heaviest penalty, adding 1/3 (one-third). Meanwhile,
in Islamic criminal law, the sentencing of the defendant uses the
mixed theory (al-mukhtalath), which combines the two jarimah
but should not exceed a certain limit.

Keywords: exploitation, concurrent criminal acts, Islamic
criminal law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi pasal
tersebut, dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi
merupakan kekayaan alam dari hasil pertambangan yang
memiliki nilai strategis tinggi bagi kehidupan bangsa
Indonesia. Berfungsi sebagai sumber energi domestik,
sumber pendapatan negara, serta bahan baku untuk
industri petrokimia dan lainnya.

Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak
dapat diperbarui dan merupakan komoditas penting yang
memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Oleh
karena itu, pengelolaannya harus optimal agar dapat
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan
nasional, diperlukan pemberdayaan sumber daya alam
yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, maupun oleh sektor swasta. Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan:

Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan
bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,

' lvan Fauzani Raharja and Eko Nuriyatman, ‘“Penegakan Hukum
Terhadap Illegal Drilling,” Jurnal Selat 7, no. 1 (2019): 87-97.
1



tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang
diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kekayaan minyak merupakan aset yang dapat
berkontribusi pada perekonomian nasional, yang
pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Minyak dan gas bumi sebagaimana dijelaskan
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah
sumber daya alam strategis dan menjadi kekayaan
tambang nasional dan terhadap kekayaan tambang
tersebut diawasi oleh negara.” Konsekuensi logisnya
bahwa kekayaan tambang tersebut dikuasai oleh negara
dan dijalankan atau dimanfaatkan oleh negara sebagai
pemegang kekuasaan untuk kepentingan nasional.

Penambangan minyak tanpa izin (illegal drilling)
adalah penambangan minyak yang dilakukan secara
illegal dengan mengelolah minyak dari sumur tua
maupun membuat sumur baru tanpa izin. lllegal drilling
tidak terlepas dari permasalahan sosial dan ekonomi yang
ada saat ini. Krisis ekonomi yang berkepanjangan
menyebabkan terbatasnya lapangan kerja, sehingga
masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung mencari
peluang untuk mendapatkan pendapatan cepat tanpa
mempertimbangkan risiko dan dampaknya, semata-mata
untuk mempertahankan hidup mereka.?

2 Muhammad Badri and Eka Pitri, “Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa lIzin (lllegal Drilling) Di
Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari,” Wajah Hukum 5, no. 2 (2021):
637-43.

3 Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, and Tri Imam Munandar,
“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa



Kegiatan penambangan minyak illegal berpotensi
merusak ekosistem lingkungan sekitar. Dari kegiatan
pengeboran tidak ada perencanaan untuk menampung
limbah cair yang dihasilkan dari pengeboran. Sehingga
terjadi ceceran limbah cair dan apabila turun hujan akan
masuk ke badan sungai atau pemukiman penduduk
sekitar. Kerusakan lingkungan yang paling parah terjadi
pada kegiatan operasi pengeboran minyak dimana secara
nyata terlihat ceceran limbah cair yang menumpuk dan
berpotensi terjadi ledakan sumur dan mengakibatkan
korban jiwa. Penambangan minyak tanpa izin juga dapat
meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, pencemaran
air, tanah, dan udara oleh limbah industri. Kerusakan
lingkungan yang parah dapat menyebabkan erosi tanah
yang signifikan. Pengeboran yang tidak terkontrol juga
dapat menyebabkan tumpahan minyak atau gas yang
merusak ekosistem air dan tanah.*

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah
diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11
Tahun 2020 tentang cipta kerja dijelaskan bahwa:

setiap orang yang melakukan Eksplorasi
dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan
berusaha atau kontrak kerja sama dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara
dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000.00 (enam
puluh miliar rupiah).

Kontrak Kerja Sama,” PAMPAS: Journal of Criminal Law 2, no. 1 (2021):
57-72.

4 Taufik Arief et al., “Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur
Minyak llegal Di Dusun Keban | Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi
Banyuasin Sumatera Selatan,” Prima Abdika: Jurnal Pengabdian
Masyarakat 3, no. 1 (2023): 65-73.



Kemudian pasal 53 sebagaimana diubah dalam
pasal 40 angka ke-8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang
cipta kerja dijelaskan:

jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23A mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah).
Melakuan ekspolitasi minyak yang berimbas pada
terjadinya kerusakan lingkungan dilarang dalam islam

sebagaimana dalam Al Quran surat Al Araf ayat 56:
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"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi
setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya
rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang
yang berbuat baik".

Menurut Ibnu Katsir ayat ini mengandung

pengertian bahwa Allah melarang kepada hambanya
berbuat kerusakan diatas bumi dan berbuat apa yang
dapat merugikannya setelah adanya perbaikan. Segala
yang menimbulkan mudharat hukum perbuatannya adalah
haram. Demikian menurut ar-Razi ketika menafsirkan
ayat ini, larangan melakukan perusakan di muka bumi
dalam ayat ini diungkapkan dalam benntuk nahyi
(larangan). Dalam kaidah ushul disebutkan ‘“al-ashal fi
an-nahy lil-tahrim” (hukum asal dari larangan adalah



haram).> Dari sini bisa dipahami bahwa segala tindakan
perusakan dalam bentuk apapun di muka bumi hukumnya
haram dan terlarang. Perusakan tersebut baik yang terkait
dengan jiwa, akal, keturunan, harta dan agama semuanya
terlarang.  Merusak  lingkungan  hidup  dengan
memanfaatkannya untuk kepentingan peribadi dengan
mengabaikan  kelestariannya  dapat ~ mengancam
kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk di
dalamnya manusia.

Terdakwa bernama  Supratman  melakukan
pengeboran minyak tanpa memiliki perizinan berusaha
dari pihak yang berwenang dan di lakukan secara
mandiri. Awal mula Terdakwa memperkerjakan sebanyak
enam orang dari lampung untuk pembuatan sumur
minyak sebanyak tiga sumur pada bulan Oktober 2022,
setelah selesai lalu Terdakwa bersama-sama dengan
karyawannya Anton, Yus dan Badri mengambil minyak
dari dalam sumur tersebut secara tradisional dengan
menggunakan alat bor minyak dan sepeda motor yang
sudah dimodifikasi. Kemudian pada hari rabu tanggal 15
feburuari 2023 sumur bor minyak illegal milik Terdakwa
Supratman terjadi kebakaan yang mengakibatkan satu
korban meninggal dunia dan dua orang mengalami luka
bakar. Menurut keterangan Terdakwa penyebab
kebakaran dikarenakan api dari rokok masyarakat yang
mengambil minyak yang mengalir di selokan dekat sumur
bor minyak illegal tersebut.®

® Reflita, “Eksploitasi Alam Dan Perusakan Lingkungan ( Istinbath
Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan ),” Substantia 17, no. 2 (2015): 147-58.

® putusan Pengadilan Negeri Sekayu nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN
Sky



Dalam putusan ini hakim menyatakan Terdakwa
Supratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana secara bersama-sama
melakukan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja
sama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
Bumi, sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka
ke-7 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,
serta denda sejumlah Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
selama 2 (dua) bulan.

Dari kasus diatas majelis hakim hanya menyatakan
Terdakwa melakukan tindak pidana ekspolitasi minyak
tanpa izin. Harusnya perlu dipertimbangkan bahwa
perbuatan dari Terdakwa semata-mata bukan hanya
melanggar izin saja, tetapi juga menimbulkan kerugian
dan kerusakan. Mestinya aspek kerugian dan kerusakaan
yang ditimbulkan dari perbuatan ini harusnya
dipertimbangkan pada saat hakim memutus, sebagaimana
diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana
diubah dalam pasal 40 angka ke-8 UU nomor 11 Tahun
2020 tentang cipta kerja. Kemudian dalam Islam
mengatur hak kepemilikan, ketika seseorang melakukan
penambangan minyak di lahan miliknya sendiri tanpa izin
pemerintah, apakah bisa dianggap melakukan jarimah,
karena seseorang juga memiliki hak atas kepemilikannya.
Maka dari itu bagimana pandangan hukum islam dalam
mempertimbangkan hak kepemilikan seseorang yang



melakukan penambangan minyak tanpa izin pemerintah,
walaupun di tempat tanah milikinya sendiri.

Maka berdasarkan pembahasan uraian diatas,
merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis
untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam melalui
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi
Tanpa lzin Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di
atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

A. Bagaimana sanksi tindak pidana eksploitasi minyak
bumi  tanpa izin  (illegal drilling) yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam putusan
Pengadilan Negeri Sekayu nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.?

B. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang
tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin
(illegal drilling) yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana eksploitasi
minyak bumi tanpa izin (illegal drilling) yang
mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam putusan



Pengadilan Negeri Sekayu nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam
tentang tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa
izin (illegal drilling) yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah
dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah
kajian terkait kasus-kasus dimana seseorang terlibat
dalam lebih dari satu tindak pidana, lebih tepatnya
pada kasus tindak pidana eksploitasi minyak bumi
tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan
baik dalam hukum positif maupun hukum pidana
islam.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Negara dan Pemerintah
Penelitian ini diharapkan agar pemerintah
dapat melakukan pengaturan yang berkeadilan
dan bermanfaat. Berkeadilan artinya pelaku
tindak pidana mendapatkan sanksi yang adil
tidak hanya terkait dengan dirinya sebagai
pelaku, tetapi  juga bagi lingkungan atau
masyarakat yang menerima dampak dari tindak
pidana ekspolitasi minyak bumi tanpa izin.
Bermanfaat adalah bahwa regulasi itu menjamin



pemeliharaan dan perlindungan terhadap
lingkungan.
b. Bagi Aparat Penegak Hukum
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan bagi aparat penegak hukum dan ahli
pakar hukum di Indonesia dalam perumusan
pasal tindak pidana, serta dalam menangani
kasus dan mendapat pendapat dari sisi hukum
pidana Islam.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan ~ dan  menambah  wawasan
masyarakat terkait sanksi pada tindak pidana
eksploitasi minyak bumi tanpa izin berdampak
pada kerusakan lingkungan dalam hukum
positif dan Hukum Pidana Islam, sehingga
masyarakat lebih taat pada ketentuan hukum
yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tinjauan hukum pidana islam
terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi minyak bumi
tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan studi
putusan  Pengadilan  Negeri  Sekayu = Nomor:
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.” ini belum pernah dilakukan
namun terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan
penelitian ini. Berikut ini penelitian-penelitian yang ada
relevansinya dengan penilitian ini beserta dengan
perbedaannya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Ridwan
Nugraha pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana
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Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku
Penambangan Minyak Bumi llegal (Studi Kasus Di Desa
Mekarsari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi
Banyuasin)”.” Skripsi ini membahas ketentuan hukum
bagi pelaku penambangan minyak bumi illegal menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan hukum
pidana islam studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan
Keluang dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari
penambangan minyak bumi illegal tersebut. Perbedaan
dengan penelitian penulis terletak pada kasusnya, penulis
meninjau tindak pidana penambangan minyak bumi
illegal pada studi putusan Pengadilan Negri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/202/PN.Sky. dan meninjau sanksi
tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin (illegal
drilling) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
dalam hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Safira Nia pada
tahun 2023 dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh dengan judul “Pemahaman
Masyarakat Tentang Penambangan Minyak llegal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di

Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”.?

" M. Ridwan Nugraha, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap
Pelaku Penambangan Minyak Bumi llegal (Studi Kasus Di Desa Mekarsari
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin)” (Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara, 2021).

® Safira Nia, “Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak
llegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh
Timur)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2023).
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Skripsi ini membahas pemahaman masyarakat tentang
penambangan minyak illegal berdasarkan pasal 52
Undang-Undang No 22 tahun 2001 dan pengaturan
hukum pidana islam mengenai pelaku penambangan
minyak illegal. Penelitian ini dengan penulis sama-sama
membahas penambangan minyak illegal berdasarkan
hukum pidana islam dan hukum poistif, yang
membedakan dari penelitian penulis vyaitu penulis
meninju hukum pidana islam dan hukum positif pada
studi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/202/PN.Sky, yang mana dalam putusan ini
penulis menganalisis dan mendalami tinjauan hukum
pidana islam terhadap sanksi eksploitasi minyak bumi
tanpa izin yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan
lingkungan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mohd. Rian
Adiansyah pada tahun 2023 dari Universitas Jambi
dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa lIzin (lllegal
Drilling) Di Wilayah Hukum Kabupaten Batanghari”.’
Skripsi ini membahas upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala dalam penegakan hukum pidana
terhadap pertambangan minyak tanpa izin (illegal
drilling). Berbeda dengan penelitian ini yang arah
fokusnya mengkaji tentang tinjauan hukum pidana islam
dan hukum positif tentang sanksi tindak pidana
kerusakaan lingkunan akibat eksploitasi minyak bumi
tanpa izin (illegal drilling) dalam Putusan Pengadilan
Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

¥ Mohd. Rian Adiansyah, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak
Pidana Pertambangan Minyak Tanpa lzin (lllegal Drilling) Di Wilayah
Hukum Kabupaten Batanghari” (Universitas Jambi, 2023).
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Keempat, Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ivan
Fauzani Raharja dan Eko Nuriyatman pada tahun 2019
Jurnal Selat, Program Khusus Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dengan judul
“Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling”.”® Jurnal
ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap
kegiatan illegal drilling yang marak terjadi dan
membahas dampak yang terjadi akibat kegiatan illegal
drilling atau penambangan minyak tanpa izin. Berbeda
dengan penelitian ini yang membahas tinjauan hukum
positif tentang sanksi tindak pidana eksploitasi minyak
bumi tanpa izin (illegal drilling) dalam Putusan
Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dan membahas perspektif
hukum pidana islam mengenai dampak yang terjadi
akibat penambangan minyak illegal (illegal drilling).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini jenis penelitian yang
digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan
pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki,
segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal

1 Raharja and Nuriyatman, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal
Drilling.”
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research) adalah normatif.'* Penelitian hukum

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,

teori, atau konsep baru yang berfungsi sebagai

rekomendasi dalam menyelesaikan masalah yang ada.
2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penulisan ini menggunakan
sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari
bahan Pustaka yang berupa buku-buku, karya ilmiah,
artikel, jurnal yang terkait dengan ekspolitasi minyak
bumi tanpa izin baik dalam pandangan Hukum Positif
maupun Hukum Islam. Menurut Soerjo Soekamto,
data sekunder mencakup berbagai dokumen resmi,
buku, dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk
laporan.*?

Kemudian, data sekunder tersebut dalam
penelitian hukum terbagai menjadi tiga macam bahan
hukum vyaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer vyaitu bahan-bahan
hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar

(Pancasila), Pertauran dasar yaitu Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan

Undang-Undang vaitu Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), dan segala dokumen

resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan

hukum primer penulis diperolen dari Putusan

1 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana
Perenada Media Group, 2009) him 35.

12 S0ejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press,
2007) him 12.
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Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang
terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat
membantu dalam menganalisis serta memahami
bahan hukum primer. Contohnya meliputi
rancangan peraturan perundang-undangan, risalah
sidang pembahasan UU, karya ilmiah para sarjana,
hasil penelitian, jurnal, dan lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier berupa komplementer
untuk bahan hukum sekunder dan tersier
contohnya adalah Kamus Hukum (Black's Law
Dictionary), Indeks dan Bibliografi."
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka
terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum
tersier, dan bahan non hukum. Penelusuran terhadap
sumber-sumber hukum ini dapat dilakukan dengan
membaca, mengamati, mendengarkan, atau mencari
informasi melalui internet atau situs web.

Studi pustaka adalah analisis terhadap informasi
tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai
sumber dan telah tersebar luas, yang merupakan
elemen penting dalam penelitian hukum normatif.
Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

13 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)
(Depok: RajaGrafindo Persada, 2020) him 216.
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a. Pembuat undang-undang  Negara, produk
hukumnya disebut perundang-undangan.

b. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan
hakim (yurisprudensi).

c. Para pihak vyang berkepentingan, produk
hukumnya disebut kontrak, konvensi.

d. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku
ilmu hukum.

e. Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan
penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal
hukum.

f. Pengamat hukum, produk hukumnya disebut
tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah
yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana
bahan hukum itu diperoleh melalui katalog
perpustakaan atau langsung pada sumbernya.

b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan
peneliti melalui daftar isi pada produk hukum
tersebut.

c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang
diperlukan pada lembar catatan yang telah
disiapkan secara khusus dengan memberi tanda
(coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan
klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan
perolehannya.

d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai
dengan masalah dan tujuan penelitian

4. Teknik Analisis Data



16

Data atau bahan hukum yang telah terkumpul
melalui proses inventarisasi hukum, kemudian disusun
dalam kategori-kategori tertentu untuk kemudian
dianalisis secara mendalam dengan menggali prinsip-
prinsip, nilai, dan norma dasar yang terdapat di
dalamnya. Setelah itu, dilakukan cross-check dengan
peraturan perundang-undangan lain untuk memeriksa
sejaun mana keselarasannya, serta apakah terdapat
inkonsistensi di antara peraturan-peraturan tersebut.
Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan pendekatan logika deduktif.*

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami lebih mudah
tentang penelitian ini, maka penulis akan memberikan
gambaran umum atau garis besar dari penelitian yang
penulis tulis, penelitian ini terdiri dari lima bab yang
menitikberatkan pada pembahasan yang berbeda-beda,
namun masih dalam satu kesatuan yang akan mendukung
dan memberikan pemahaman terhadap apa yang penulis
tulis dalam penelitian. Adapun gambaran umumnya
sebagai berikut:

BAB | membahas tentang pendahuluan yang
menjelaskan gambaran secara umum isi dari penelitian,
terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB Il membahas tentang tinjauan umum tindak
pidana ekspolitasi minyak bumi tanpa izin, terdiri dari
pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, jenis-jenis,

1% Suteki, Metodologi Penelitian Hukum, him 267.
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karakteristik, dan sanksi tindak pidana eksploitasi
minyak bumi tanpa izin. Membahas perbarengan tindak
pidana yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis dan
penyelesaian perbarengan tindak pidana. Dan membahas
teori jarimah yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur,
jenis-jenis, ta’addud jara’im dan figh al-biah.

BAB Il membahas tentang putusan Pengadilan
Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.
dengan paparan deskripsi kasus, dakwaan dan tuntutan,
sanksi pidana dan pertimbangan hakim.

BAB IV membahas tentang analisis hukum positif
dan hukum pidana islam tentang tindak pidana eksploitasi
minyak bumi tanpa izin berdampak pada kerusakan
lingkungan dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran
dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang
tanggung jawab dari rumusan masalah. Bagian kedua
adalah saran, saran merupakan rekomendasi penulis
kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya
hukum pidana. Penutup ini di tempatkan pada bagian
akhir penulisan skripsi ini.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
MINYAK BUMI TANPA IZIN BERDAMPAK PADA
KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM
A. Perspektif Hukum Positif
1. Pengertian Tindak Pidana Eksploitasi Minyak
Bumi Tanpa Izin

Tindak pidana merupakan perbuatan yang
dilarang oleh suatu hukum dimana dapat dikenai
sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar
larangan tersebut, dalam istilah tindak pidana dalam
hukum pidana belanda yaitu strafbaafeit yang
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain:
Tindak pidana, delict, dan perbuatan pidana. Simons
berpendapat bahwa strafbaarfeit merupakan pebuatan
(heandeling) yang diancam dengan pidana, yang
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggung jawab.! Muljatno menyatakan bahwa
perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang
melanggar tersebut.

Eksploitasi dalam  konteks minyak bumi
merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
menghasilkan minyak bumi dari wilayah kerja yang
ditentukan, yang terdiri atas pengeboran atau
penambangan dan penyelesaian sumur, pembangunan

! Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (yogyakarta: Deepublish, 2018)
him 69.
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sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian minyak bumi di
lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.’

Pengertian Minyak Bumi Menurut Undang-
Undang Nomo 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan
Gas Bumi Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa:

Minyak Bumi adalah hasil proses alami
berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit
dan bitumen yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara
atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak
berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan

Gas Bumi.

Penambangan tanpa izin dapat diartikan sebagai
usaha penambangan atas segala jenis bahan galian
dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi
aturan atau ketentuan hukum penambangan resmi
pemerintah  pusat atau daerah.  Sedangkan
penambangan illegal adalah kegiatan penambangan
atau penggalian yang dilakukan oleh mayarakat atau
perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak
menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak
baik dan benar.’

2 Faizal Kurniawan, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap
Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen
Kontrak,” Perspektif XV1I1, no. 2 (2013): 74-85.

® S Safwadinur and E Sari, “Penerapan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terhadap Pelaku Penambang
Minyak llegal Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh ...,” Cendekia: Jurnal
Hukum, Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2023): 78-91.
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Eksploitasi minyak bumi tanpa izin (illegal
drilling) merupakan penambangan minyak illegal
atau tanpa izin dari pemerintah serta melakukan
pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah
minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur
minyak tanpa izin.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketauhi
tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin
adalah penambangan minyak yang dilakukan secara
illegal dengan mengelolah minyak dari sumur tua atau
yang sudah ada tanpa memiliki izin dari pihak yang
berwenang.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Minyak
Bumi Tanpa Izin

Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang —
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tenang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah
diubah dalam Pasal 40 angka Ke-7 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang
cipta kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

Setiap orang di sini menunjuk pada setiap

orang dan badan hukum vyang merupakan
implementasi  dari subyek hukum sebagai
pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah
melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh
suatu peraturan perundan-undangan yang berlaku.

b) Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau
Kontrak Kerja Sama.



21

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang
bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di
Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan yang
dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan
Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang
ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian ~ sumur,  pembangunan  sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang
mendukungnya. Sedangkan kontrak kerja sama
adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja
sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan.

Unsur ini dikenal pula sebagai unsur secara
bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang masing-masing akan
mempunyai kedudukan dan peranan yang sama
atau mungkin tidak sama, yang penting di antara
para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan
masing-masing  telah  melakukan  perbuatan
pelaksanaan.

Yang melakukan adalah pelaku sempurna atau
penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan
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yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan
dalam suatu tindak pidana, Perbuatan menyuruh
melakukan terdapat dalam hal seseorang yang
mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak
pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang
lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan turut serta melakukan terdapat
dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama
sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan
yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau
tindakan masing-masing secara terlepas hanya
menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak
pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau
perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak
pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu
menjadi sempurna. Seorang pelaku peserta tidak
perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak
pidana.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Minyak
Bumi Tanpa Izin
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
telah mengamanatkan dan menyebutkan bahwa "Bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat." Artinya
pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan alam
yang terkandung di dalam negara seharusnya
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalamnya
termasuk minyak dan gas bumi yang merupakan
sumber daya alam yang tak terbaharui (unrenewable
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resources) dan sangat langka. Minyak dan Gas Bumi
sendiri mempunyai nilai yang sangat strategis bagi
kepentingan hidup bangsa Indonesia sebagai sumber
energi dalam negeri dan sumber penerimaan Negara
yang sangat signifikan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi telah dengan menjelaskan
mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
penambangan minyak dan gas bumi yang mana pada
Pasal 52 dan Pasal 53 telah menjelaskan bahwa
kegiatan penambangan minyak dan gas bumi tanpa
kontrak kerja sama merupakan sebuah tindak pidana
yang mana tindak pidana ini termasuk kedalam tindak
pidana administratif dikarenakan tindak pidana ini
berkaitan dengan izin untuk melakukan kegiatan
pengeboran tanpa adanya kontrak kerja atau izin.*

Pasal 23 Undang-Undang Cipta Kerja Ayat (1)
berbunyi ”Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat
dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Ayat (2)
Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
kegiatan  usaha:  Pengolahan,  Pengangkuatan,
Penyimpanan, Niaga. Ayat (3) Perizinan Berusaha
yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan
kegiatan usahanya. Ayat (4) Permohonan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

4 Prihatmaja, Hafrida, and Munandar, “Penegakan Hukum Pidana
Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama.”
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dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan

Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh

Pemerintah Pusat”.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal
23A berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha
Hiiir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi
administratif berupa penghentian usaha dan/atau
kegiatan, denda,dan/atau paksaan Pemerintah
Pusat.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah ”.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 25
berbunyi:

1. Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi
administratif ~ terhadap: pelanggaran salah satu
persyaratan yang tercantum dalam Perizinan
Berusaha, tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan Sanksi  administratif  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah .

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
(Permen) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengusahaan
Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua sebagai
turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang MIGAS, dalam melakukan pengelolaan
pertambangan minyak pada sumur tua atau sumur
yang masih mengandung minyak diatur dalam pasal 2
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Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
Nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi “Bahwa
diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan
kontraktor guna pengelolaan pertambangan sumur tua
yang masih mengandung minyak dengan persetujuan
Menteri”> Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri
Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2008
tersebut diatas tersebut apabila tidak melakukan kerja
sama antara masyarakat dengan kontraktor maka
pertambangan minyaktersebut merupakan
pertambangan tanpa izin (illegal drilling).

Dilihat Dari segi Undang-Undang nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Segala aspek
ketentuan hukum yang berlaku dalam eksploitasi
untuk mendapatan hasil kekayaan dari dalam bumi
sangat ketat dalam penerapannya. Bagi setiap orang
yang melanggar aturan yang berlaku maka dapat
dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini bagi mereka
yang melanggar ketentuan pidana perlu menegakkan
hukum bagi mereka yang melanggarnya.®

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Eksploitasi Minyak

Bumi Tanpa lzin

Jenis-jenis tindak pidana penambangan minyak
illegal yang di atur dalam Undang-undang 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ada dua jenis,
yaitu:

® Badri and Pitri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pertambangan Minyak Tanpa lzin (lllegal Drilling) Di Wilayah Hukum
Kabupaten Batanghari.”

® Nuril Firdausiah, “Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal
Pada Pertambangan Rakyat,” Constitution Journal 1, no. 2 (2022): 107-20.
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a) Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Hulu yang
terdiri dari:
1) Pidana Eksplorasi

Eksplorasi  adalah  kegiatan  yang
bertujuan memperoleh informasi mengenai
kondisi geologi untuk menemukan dan
memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan
Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.

2) Pidana Eksploitasi.

Eksploitasi adalah rangkaian Kkegiatan
yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak
dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang
ditentukan, yang terdiri atas pengeboran
dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan
untuk pemisahan dan pemurnian Minyak
dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan
lain yang mendukungnya.

Kegiatan Usaha Hulu adalah
kegiatan  usaha  yang berintikan  atau
bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi
dan Eksploitasi.’

b) Tindak Pidana Pada Jenis Kegiatan Usaha Hilir
yang terdiri dari:
1) Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan.

Pengolahan adalah kegiatan
memurnikan, memperoleh  bagian-bagian,
mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai
tambah Minyak Bumi dan Gas Bumi, tetapi
tidak termasuk pengolahan lapangan.

2) Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.

" Safwadinur dan Elidar Sari, Penerapan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pelaku
PenambangMinyak llegal di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Timur,
CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & HumanioraVolume 1,(2023):78-91.
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Pengangkutan adalah kegiatan
pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan
hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau
dari tempat penampungan dan
Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas
Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

3) Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.

Penyimpanan adalah kegiatan
penerimaan, pengumpulan, penampungan dan
pengeluaran Minyak Bumi dan Gas Bumi.

4) Niaga tanpa izin usaha niaga.

Niaga adalah  kegiatan  pembelian,
penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan
hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi
melalui pipa.

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan
usaha yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan/atau Niaga.

5. Karakteristik Tindak Pidana Eksploitasi Minyak

Bumi Tanpa Izin

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi ditetapkan adanya
kualifikasi yuridis berupa kejahatan dan pelanggaran.
Diketahui perbuatan atau tindak pidana di bidang
minyak dan gas bumi yang dikualifikasi sebagai
pelanggaran  adalah perbuatan melakukan Survei
Umum sebagaimana tanpa hak. Sedangkan perbuatan
yang dikualifikasi kejahatan meliputi:®

8 Marcela Renalda Devi Mamahit, Wempie Jh. Kumendong, and
Eugenius N. Paransi, “Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Melakukan
Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kegiatan Usaha Minyak Dan
Gas Bumi,” Lex Administratum 11, no. 2 (2023).
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Mengirim atau menyerahkan atau memindah
tangankan data yang diperoleh dari survei umum
tanpa hak.

Melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa
mempunyai kontrak kerja sama. Perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana ini merupakan
bentuk  kriminalisasi  terhadap  perbuatan
melaksanakan kegiatan usaha hukum migas yang
dilakukan tanpa kontrak kerja sama dengan badan
pelaksana.

Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan.
Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.
Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan.
Perbuatan yang dilarang: niaga tanpa izin usaha
niaga.

Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak
dan Gas Bumi dan hasil olahan.
Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga
bahan bakar minyak yang disubsidi.

6. Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi
Tanpa lzin

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,
sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7
UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
berbunyi:

setiap orang yang melakukan Eksplorasi
dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki perizinan
berusaha atau kontrak kerja sama dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun penjara dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000.00 (enam puluh  miliar
rupiah).
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Pasal 53 sebagaimana diubah dalam pasal 40
angka ke-8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta
berbunyi:

jika tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh  miliar
rupiah).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi:

Setiap orang yang meniru  atau
memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam
puluh miliar rupiah).

Pasal 55 sebagaimana diubah dalam pasal 40
angka ke-9 UU nomor 6 Tahun 2020 tentang cipta
berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan
Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar
Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied
petroleum gas yang disubsidi Pemerintah
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam  puluh  miliar
rupiah).

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup berbunyi:
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Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau  kegiatan tanpa memiliki izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

B. Perbarengan Tindak Pidana
1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Istilah perbarengan telah mengalami proses
pengimbuhan, diawali dengan imbuhan per dan
akhiran an. Apabila mengacu pada Kamus Bahasa
Indonesia, maka istilah perbarengan yang sudah
mengalami proses pengimbuhan tersebut sebenarnya
tidak ditemukan, hanya saja apabila dilihat dalam
beberapa literatur hukum pidana atau minimal dalam
kamus hukum vyang ditulis oleh B.N. Marbun
disebutkan istilah perbarengan tindak pidana Istilah
perbarengan telah digunakan beberapa ahli saat
menyebut perbarengan tindak pidana, atau sudah
terkenal dengan istilah yang dinamakan concursus
atau samenloop.

Perbarengan  merupakan  terjemahan  dari
samenloop atau concursus, Ada juga yang
menterjemahkannya dengan gabungan. Menurut
rumusan undang-undang yang dimaksud dengan
perbarengan tindak pidana adalah  seseorang
melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa
peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa
perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri
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sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari
perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.®
Delik  perbarengan  perbuatan  merupakan
perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena
beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya
dilakukan oleh satu orang (sameloop van strafbare
feiten). Menyangkut istilah sameloop van strafbare
feiten atau bahasa jerman verbrechens konkurrenz
(gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan
seperti Von Liszt menyebutnya gesetzeskonkurrwnz
(gabungan peraturan undang-undang karena satu
perbuatan atau feit (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1
KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu perbuatan
saja.'’ Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya
dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana
tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum
dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang
pertama dengan tindak pidana berikutnya belum
dibatasi oleh suatu keputusan hakim.
2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana.
Perbarengan hukuman terjadi Ketika terdapat
gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan
melakukan tindak pidana hanya ada Ketika seseorang
melakukan beberapa tindak pidana sebelum ada
ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih
perbuatanperbuatan itu. Dalam hukum positif terdapat
tiga jenis gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

® Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia
(Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) him 131.

1 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: 2, 2012) him
134.
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Perbarengan satu perbuatan (Concurcus ldealis
atau Eendaadse Samenloop).

Perbarengan satu perbuatan (concursus
idealis atau eendaadse samenloop) adalah ketika
satu tindakan melanggar lebih dari satu aturan
pidana. Dalam konteks ini, gabungan satu
perbuatan juga dapat diartikan sebagai situasi di
mana seseorang melakukan satu tindakan yang
melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus.™*

Perbarengan satu perbuatan diartikan sebagai
seseorang Yyang dalam kenyataan sebenarnya
hanya melakukan satu perbuatan pidana yang
dilakukannya tersebut jika dilihat dari sudut
yuridis ternyata dipandang sama dengan telah
melanggar dua atau lebih aturan hukum pidana.
Pasal 63 ayat 1 KHUP berbunyi:

Jika suatu perbuatan masuk dalam
lebih dari satu aturan pidana, maka yang
dikenakan hanya salah satu diantara aturan
itu, jika berbeda beda yang dikenakan yang
memuat ancaman pidana pokok terberat.
Concursus Idealis dapat terbagi 2 yaitu

Concursus idealis homogenius dan Consursus
Idealis  Hetergenius. Consursus idealis
Homogenius yaitu satu perbuatan atau tindakan
jahat vyang dilakukan telah menimbulkan
beberapa ancaman pidana yang sejenis, seperti
semuannya diancam dengan penjara atau
semuanya diancam dengan kurungan. Concursus
Idealis Heteregenius yaitu satu bentuk tindakan

1 Moch.
KUHP, him 84.

Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama
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perbuatan telah menimbulkan beberapa pidana
tetapi untuk tidak sejenis, misalnya pasal yang
mengancam dengan kurungan dan dengan
penjara.*?

b) Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling).

Perbuatan  berlanjut atau voortgezette
handeling, apabila seseorang melakukan beberapa
perbuatan pidana yang masing-masing merupakan
perbuatan  berdiri  sendiri  (kejahatan atau
pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada
hubungannya satu sama lain yang harus dianggap
sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang
melakukan beberapa tindakan pidana yang saling
terkait erat satu sama lain karena berasal dari satu
niat jahat yang sama. Secara hukum, rangkaian
tindakan pidana ini dianggap sebagai satu
kesatuan  perbuatan  berlanjut.  Ketentuan
mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam
KUHP Pasal 64 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Dalam MvT (Memorie van Toelichting)
kriteria perbuatan yang dipandang sebagai
perbuatan berlajutan adalah:

1) Harus ada satu keputusan kehendak

2) Masing-masing perbuatan harus sejenis

3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan
itu tidak terlalu lama."®

12 Nursya, Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta
Delik Aduan Pada Kuhp Dan Ruu Kuhp (Sinar Aksara Grafindo, n.d.) him
145-146.

* Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.
(Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017) him 131.
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c) Perbarengan beberapa perbuatan (concursus
realis atau meerdaadse samenloop).

Perbarengan beberapa perbuatan terjadi
apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan,
dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri
sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis
dan tidak perlu berhubungan). Selain itu
Concurcus Realis bisa dikatakan juga apabila
seseorang melakukan  beberapa perbuatan,
perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan
masing-masing merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan  pidana  yang  berupa
kejahatan, pelanggaran terhadap kejahatan,
pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan
hukuman oleh pengadilan dan akan diadili
sekaligus oleh pengadilan.

Samenloop adalah  apabila  eseorang
melakukan beberapa perbuatan yang mana
masing-Masing perbuatan tersebut merupakan
kejahatan yang melanggar peraturan hukum
pidana dan beberapa perbuatan kejahatan itu
belum ada yang diadili Hakim. Tetapi kemudian
beberapa perbuatan kejahatan tersebut diadili
sekaligus.™

Adanya  perbarengan tindak  pidana,
menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi
gabungan pemidanaan ada karena adanya
perbarengan melakukan tindak pidana di mana
masing-masing belum mendapatkan putusan

1 Nursya, Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta
Delik Aduan Pada Kuhp Dan Ruu Kuhp, him 157.
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akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan
tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan
ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan
pidana  (straftoemeting) yang mempunyai
kecenderungan  pada  pemberatan  pidana.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1)
KUHP, yaitu:

Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam
lebih dari satu ketentuan pidana, maka
hanyalah satu saja dari ketentuan—ketentuan
itu yang dipakai, jika pidana berlainan,
maka yang dipakai ialah ketentuan yang
terberat pidana pokoknya.

Adanya  perbarengan  tindak  pidana,

menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi

gabungan pemidanaan ada karena adanya

perbarengan melakukan tindak pidana di mana

masing-masing belum mendapatkan putusan

akhir.

3. Penyelesaian Perbarengan Tindak Pidana

Adanya perbarengan tindak pidana, menimbulkan
adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan
pemidanaan ada karena adanya perbarengan
melakukan tindak pidana di mana masing-masing
belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika
KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan
pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam
menentukan pidana (straftoemeting) yang mempunyai
kecenderungan pada pemberatan pidana. Sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam
lebih dari satu ketentuan pidana, maka
hanyalah satu saja dari ketentuan—ketentuan itu
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yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang
dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana
pokoknya."

Ada beberapa stelsel pemidanaan yang berkaitan

dengan perbarengan perbuatan pidana (concursus)
yaitu:
a) Stelsel Absorpsi
Apabila seseorang melakukan beberapa
perbuatan yang merupakan beberapa delik yang
masing-masing diancam dengan pidana yang
berbeda, maka menurut stelsel ini hanya
dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang
terberat walaupun orang tersebut melakukan
beberapa delik.
b) Stelsel Absorpsi Dipertajam
Apabila seseorang melakukan beberapa
perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik
yang masing-masing diancam dengan pidana
sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada
hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana
saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini
diperberat dengan menambah 1/3 (sepertiga).
c) Stelsel Kumulasi Diperlunak
Delik yang masing-masing diancam dengan
pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini,
semua pidana yang diancamkan terhadap masing-
masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi,
jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya

!* Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, and Nurhikmah
Nachrawy, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana 2021,” Lex Crimen X, no. 5 (2021): 190-
197.
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tidak boleh melebihi dari pidana terberat
ditambah 1/3 (sepertiga).*®

C. Perspektif Hukum Islam
1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata
“jarama” kemudian bentuk masdarnya adalah
“jaramatan” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan
salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut
tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana,
(peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif.
Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikandefinisi
jarimah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi
Muslich:

oot 2% Tynabi 2% oa 2o 1%% s
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“Jarimah  adalah  perbuatan-perbuatan yang

dilarang oleh syara’, yang diancam dengan

hukuman had atau ta'zir”.*’

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan
kata jarimah ialah larangan-larangan syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman had atau fa zir.
Larangan-larangan  tersebut adakalanya berupa
mengerjakan  perbuatan yang dilarang, atau
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang
dimaksud dengan kata syara’ adalah bahwa sesuatu
perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh
syara’. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap

18 T. Farid Arisyah, “Concursus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Dan Qanun Jinayat” 3, no. 1 (2019): 1-8.

7 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) him 9.
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sebagai jarimah, kecuali apabila telah diancamkan
hukuman terhadapnya.'®
2. Unsur-Unsur Jarimah.

Suatu perbutan baru dianggap sebagai tindak
pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-
unsur ini ada yang umum dan khusus, unsur umum
berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus
berlaku untuk masing-masiang jarimah.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa
unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga
macam:*™
a) Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang

melarang perbuatan dan mengancamnya dengan
hukuman.

b) Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang
membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata
(positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

¢) Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang
yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
dilakukannya.

3. Jenis-Jenis Jarimah

Ditinjau dari berat ringannya hukuman, jarimah
dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a) Jarimah Hudud

Jariamah hudud ialah jarimah yang
diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah
ditentukan secara pasti dan tegas mengenai

18 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993) him 1.

1 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana
Islam,hlm 28.
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macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak
dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak
Allah, karena menyangkut kepentingan umum
(masyarakat).?

Dalam hubungannya dengan hukuman had
maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa
hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh
perorangan (orang yang menjadi korban atau
keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili
oleh Negara. Jarimah hudud ini ada tujuh jenis
yaitu jarimah zina, jarimah gazdaf, jarimah
syurbul khmar, jarimah pencurian, jarimah
hirabah, jarimah riddah dan jarimah al bagyu
(pemberontakan).?

Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah gishas dan diyat adalah jarimah
yang diancam dengan hukuman qishash
(hukuman sepadan atau sebanding) atau hukuman
diyat (denda atau ganti rugi), yang sudah
ditentukan  batasan  hukumannya,  namun
dikategorikan sebagai hak adami (manusia atau
perorangan), di mana pihak korban ataupun
keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga
hukuman tersebut bisa hapus sama sekali. Akan
tetapi menurut khallf pemerintah masih berhak
untuk  memberikan hukuman ta’zir, jika
pelakunya dimaafkan oleh korban.?

2 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: Karya Abadi Jaya,

2015) him 5.

21 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,

him 18.

22 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, him 6.
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Jarimah gishash dan diyat ini hanya ada
dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan.
Menurut Ahmad Hanafi, jarimah gisas ada lima,
yaitu  pembunuhan  sengaja, pembunuhan
menyerupai  sengaja, pembunuhan  karena
kesalahan, penganiayaan sengaja dan
peganiayaan tidak sengaja.”®

¢) Jarimah Ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang
diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir
menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi
pelajaran.” Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al
Man'us, artinya menolak dan mencegah. Akan
tetapi menurut istilah, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Imam Al  Mawardi,
pengertiannya adalah sebagai berikut:

S50 s g ] gl e s pag

“Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan
atas dosa (tindak pidana) yang belum
ditentukan hukumannya oleh syara' .2

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa

hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum
ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan
kepada ulil amri, baik penentuannya maupun
pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman
tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman
secara global saja. Artinya pembuat undang-

2 Mardani, Hukum Pidana lislam (Jakarta: Prenada Media Group,

2019) him 12.

24 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,

him 19.
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undang tidak menetapkan hukuman untuk

masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya

menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang
seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah
ta'zir itu adalah sebagai berikut:

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak
terbatas. Artinya hukuman tersebut belum
ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal
dan ada batas maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak
penguasa.

4. Ta’addud Jara’im

Perbarengan tindak pidana (concursus) dalam
hukum Pidana Islam disebut dengan istilah Ta addud
al-jaraim  (gabungan tindak pidana). Adapun
perbarengan tindak pidana (concursus) menurut
Ahmad Hanafi adalah seseorang yang memperbuat
beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya
belum mendapatkan putusan akhir.®

Gabungan jarimah terjadi apabila seseorang
melakukan beberapa macam jarimah, di mana masing-
masing jarimah tersebut belum mendapat keputusan
terakhir. Gabungan jarimah adakalanya terjadi dalam
lahir saja, dan adakalanya benar- benar nyata.
Gabungan dalam lahir terdapat apabila pelaku
melakukan suatu jarimah yang dapat terkena oleh
bermacam-macam ketentuan. Gabungan jarimah nyata
adalah apabila terjadi beberapa macam perbuatan

25 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam.
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jarimah dari pelaku, sehingga masing-masing jarimah
bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri.?®
Dalam hukum pidana islam, teori tentang
bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para
fugaha, tetapi teori tersebut dibatasi dengan dua teori
yang lain, yaitu teori saling memasuki (At-Tadakhul)
dan penyerapan ( Al-Jabb).
a) Teori Saling Melengkapi

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan

perbuatan, maka hukuman-hukumannya saling
melengkapi, sehingga oleh karena itu semua
perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti
kalau ia berbuat satu perbuatan. Teori ini
didasarkan atas dua pertimbangan:

1)

2)

Meskipun perbuatan atau tindak pidana itu
berganda, sedangkan jenis semua itu satu
macam seperti pencurian yang yng dilakukan
berulang ulang atau fithahan hukuman
tersebut  saling melengkapi.  Menurut
pendapat yang kuat, beberapa perbuatan
dianggap satu macam perbuatan selama
objeknya adalah satu, meskipun berbeda-
berbeda unsur serta perbuatannya, seperti
pencurian biasa dan perampokan (hirabah).

Meski perbuatan-perbuatan yang berganda
dan berbeda macamnya (misalnya, seseorang
makan bangkai, daging babi, darah)
hukumannya bisa saling melengkapi dan
cukup satu hukuman untuk melindungi

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam,

him 161.
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kepentingan yang sama atau untuk

mewujudkan tujuan yang sama (misalnya,

melindungi  kesehatan  manusia  dan
masyarakat).?’
b) Teori Penyerapan

Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan
suatu hukuman di mana hukuman-hukuman yang
lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut
dalam hal ini hukuman mati, di mana
pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap
hukuman-hukuman lainnya.?

Di kalangan fugaha belum ada kesepakatan
tentang penerapan teori ini, Menurut Imam Malik
apabila hukuman had berkumpul dengan
hukuman mati, baik sebagai had atau gishash
maka hukuman had tersebut menjadi gugur,
karena sudah diserap dengan hukuman mati,
kecuali hukuman had gadzaf.

Menurut Imam Ahmad apabila terjadi dua
jarimah hudud yang salah satunya diancam
dengan hukuman mati maka hukuman mati saja
yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain
menjadi gugur. Akan tetapi, apabila hukuman
hudud (yang merupakan hak Allah) berkumpul
dengan hukuman yang merupakan hak manusia,
di mana salah satunya diancam dengan hukuman
mati maka hak-hak manusia tersebut harus
dilaksanakan  terlebih  dahulu,  sedangkan

27 Mardani, Hukum Pidana lislam, him 59.
%®Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2016) him 132.
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hukuman-hukuman had yang lain diserap oleh
hukuman mati.

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya
apabila terdapat gabungan hak manusia dan hak
Tuhan, maka yang pertamalah yang didahulukan.
Kalau sesudah pelaksanaan hukuman yang
pertama, hukuman yang kedua tidak dapat
dilaksanakan, maka hukuman itu hapus dengan
sendirinya.

Sementara bagi Imam Syafi'i tidak ada teori
penyerapan, semua hukuman harus dijatuhkan
selama tidak saling melengkapi (kumulatif).
Caranya adalah dengan mendahulukan hukuman-
hukuman yang merupakan hak manusia yang
bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang
merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati
dan terakhir barulah hukuman mati. Apabila
orang yang terhukum mati dalam menjalankan
hukuman- hukuman tersebut sebelum
dilaksanakannya hukuman mati maka hapuslah
hukuman- hukuman yang lain yang belum
dilaksanakan.?

Teori Campuran (al-Mukhtalath)

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode
sebelumnya vyaitu teori al-jabb dan teori at-
tadakhul, yaitu dengan cara menggabungkan
keduanya dan mencari jalan tengahnya. Dalam
teori campuran ini langkah yang dilakukan adalah

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.

him 169.
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dengan membatasi kemutlakan dari dua teori
sebelumnya. Hukum Islam dalam menggunakan
kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam
teori campuran ini langkah yang dilakukan yakni
dengan membatasi kemutlakan dari dua teori
sebelumnya.*

Perbarengan hukuman boleh dilakukan
namun tidak boleh melampaui batas tertentu.
Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi
hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang
terlalu berlebihan. Kedua teori tersebut dalam
hukum Islam diakui, namun dikalangan para
ulama terjadi ikhtilaf, baik cara
pengaplikasiannya maupun dasar logika dari
penentuan hukuman yang akan diberikan kepada
pelaku tindak pidana.

5. Figh Al Bi’ah

Figh al-biah merupakan figh yang bersumber
dari bahasa Arab tersusun dari dua kata (kalimat
majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih). Urgensitas
pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip figh al
bi’ah, Al-Qur’an telah memberikan penjelasan
mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap
ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat
keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lainnya (QS. Al-Rahman: 10). Penjelasan itu
memberikan sinyal bahwa manusia harus menjaga dan
melestarikan bumi dan lingkungan hidup agar tak
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menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi lenyap, oleh
sebab hal itu amanah Tuhan yang diberikan kepada
umat manusia, Islam telah memberikan sebuah sistem
atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala
hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Oleh
sebab itu, dalam upaya menghambat percepatan Krisis
lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan
mesti di lakukan terus.*

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan
manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia
terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap
sesama manusia, hubungan manusia terhadap
lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih
lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka
memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk
melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah
ajaran religi yang sesuai dengan hukum-hukum syara’.
Perumusan dan pengembangan sebuah figh
lingkungan (figh albi’ah) menjadi suatu pilihan urgen
di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan
manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

Magasid syari’ah jika kita telaah semua unsur-
unsurnya yang ada lima mempunyai keselarasan dan
keterkaitan dengan lingkungan hidup, berikut ini
adalah keselarasan unsur-unsur magqasid syari’ah
dengan lingkungan hidup:

a) Relevansi Hifdzu Din (menjaga agama) dengan
lingkungan hidup

*! Fitrian Noor, Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Figh
Al-Bi’ah, JIPPK, Volume 3, Nomor 1, Halaman 47-55
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Menjaga lingkungan juga sama dengan
menjaga agama karena pada dasarnya mencemari
lingkungan sama halnya dengan  menodai
agama, sehingga  orang  yang menjaga
lingkungan juga termasuk orang yang menjaga
eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan
hidup adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah,
dari sini kita bisa ketahui relevansi menjaga
lingkungan hidup dengan menjaga agama.
Relevansi Hifdzu Nafs (menjaga jiwa) dengan
lingkungan hidup

Unsur magqasid syari’ah yang berupa hifdzu
nafs (menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan
dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini
akan saling berinteraksi satu sama lain karena
rusaknya lingkungan pengurasan sumber daya alam
akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup
manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap
lingkungan dan sumber daya alam maka akan
semakin besar pula ancaman yang akan menimpa
manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab
adanya perusakan lingkungan dan pengurasan
sumber daya alam.

Relevansi Hifdzu Nasl (menjaga keturunan) dengan
lingkungan hidup

Menjaga keturunan juga berarti menjaga
generasi yang akan datang, sehingga korelasinya
dengan menjaga lingkungan adalah ketika
seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang
ada jelas ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan
hidup generasi yang akan datang. Ketika
lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara
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otomastis akan berpengaruh terhadap
perkembangan generasi selanjutnya begitu pula
sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang
baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf Al-
Qhodlowi membagi lingkungan dengan dua bagian,
lingkungan  hidup dan lingkungan  mati.
Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan
tumbuhan sedangkan lingkungan mati selain tiga
perkara tersebut yang dibagi menjadi dua bagian
pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi
diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna
semuanya pasti mempunyai manfaat masing-
masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling
melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak
maka juga akan berdampak pada yang lainnya.
Relevansi Hifdzu Agl (menjaga akal) dengan
lingkungan hidup

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada
makhluk Allah yang lainnya, manusia lebih
istimewa dari pada makhluk yang lain sebab
manusia mempunyai akal dan sebab itulah manusia
bisa berfikir dan bisa membedakan mana yang haq
dan mana yang batil mana yang baik dan mana
yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal
tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang
berarti akalnya telah rusak oleh sebab itu orang
yang merusak lingkungan berarti fikirannya perlu
untuk dibenahi kembali.
Relevansi Hifdzu Mal (menjaga harta) dengan
lingkungan hidup

Harta yang tidak berupa uang dan emas tetapi
harta adalah seluruh yang ada di muka bumi ini
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adalah bagian dari harta. Ketika lingkungan dan
alam di rusak jelas akan berpengaruh terhadap
kelangsungan dalam mencari harta, dan merusak
lingkungan dengan dalih mencari harta itu
sangatlah salah karena sama saja kita menutup
lubang tapi menggali lubang yang lain.*

32 Moh. Hefni, Rekontruksi Magashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan
Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turats) Jurnal Al-lhkam Vol. 6 No. 2
Desember 2011. 174.
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR

A.

106/P1D.B/LH/2023/PN.SKY.

Deskripsi Kasus

Dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri
Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky. terkait
tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin yaitu
Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa
mempunyai kontrak kerja sama atau izin menyebabkan
terjadinya kebakaran yang mengakibatkan kerusakan
lingkungan dan meninggalnya seseorang. Dalam putusan
ini Terdakwa Supratman bin Abusam, tempat lahir di
Keban 1 Musi Banyuasin, umur 43 tahun, tanggal lahir 5
mei 1979, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Dusun
V Desa keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten
Musi Banyuasin, agama islam, pekerjaan karyawan
swasta."

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh
Penyidik sejak tanggal 16 februari 2023 sampai dengan
tanggal 7 maret 2023. Pada bulan oktober 2022,
Terdakwa Supratman alias Man mempekerjakan
sebanyak 6 orang dari lampung yang Terdakwa tidak
ingat lagi namanya, untuk pembuatan sumur minyak
sebanyak 3 sumur. Setelah selesai pembuatan sumur
minyak tersebut, pada hari rabu tanggal 15 februari 2023,
yaitu sekitar pukul 23.30 tepatnya di Desa Keban 1,
Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatra Selatan. Terdakwa supratman bersama Anton,

Sky.

! putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN
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Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak tanpa
memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama.
Selanjutnya Terdakwa Supratman bersama Anton,

Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak dari
dalam sumur secara tradisional dengan alat bor sumur
minyak, pipa galvanis, mesin air dan mesin las dengan
cara memasang pipa galvanis ke dalam sumur, setelah itu
mulailah kegiatan pengurasan dan pemisahan minyak dari
air dan lumpur. Setelah itu sumur bor minyak siap
diambil minyaknya dengan cara menimbah atau ditarik
menggunakan motor yang telah dimodifikasi yang sudah
terhubung dengan tali, selang dan canting atau wadah
penampung minyak yang mana nanti mengelurkan
minyak ke penampungan minyak.

Kemudian dari kegiataan penambang minyak ilegal
Terdakwa tepatnya pada hari rabu tanggal 15 februari
2023 sekitar pukul 23.30 wib sumur bor minyak illegal
milik Terdakwa Supratman terjadi kebakaan yang
mengakibatkan satu korban meninggal dunia dan dua
orang mengalami luka bakar. Menurut keterangan
Terdakwa penyebab kebakaran dikarenakan api dari
rokok masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir
di selokan dekat sumur bor minyak ilegal tersebut.

Selanjutnya dari tiga keterangan saksi yaitu Indra
Abdian (ketua RT), Sudarisman dan Hafiz Zulpadli
memberi keterangan yang sama, bahwa pristiwa
kebakaran sumur bor minyak ilegal tersebut terjadi di
Desa Keban 1, Kecamatan Sanga, Kabupaten Musi
Banyuasin. Jumlah sumur bor minyak yang terbakar ada
tiga sumur bor minyak yang terbakar, pemilik sumur bor
minyak ilegal tersebut adalah Terdakwa Supratman.
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Bahwa ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran sumur
bor minyak illegal tersebut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan teknis
kriminalistik tempat kejadian perkara kebakaran, pada
hilir aliran air yang berasal dari sumur bor minyak milik
Terdakwa Supratman di Desa keban 1, Kecamatan Sanga
Desa, Kabupaten = Musi Banyuasin nomor LAB
013/kkf/2023 di simpulkan penyebab kebakaran adalah
teraktifitasnya uang minyak bumi yang bersifat
flammable (mudah terbakar) oleh bara nyala api terbuka
(open flame) yang berasal dari sumur minyak.

Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan melakukan tindak pidana eksploitasi
minyak bumi tanpa izin dengan nomor perkara
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky dengan terdakwa Supratman
bin Abusam berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum
Renny Ertalina, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam
dakwaan Primair dan Subsidair. Dakwaan jasa penuntut
umum seba gai berikut:?
Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa Supratman bin Abusama, pada
hari rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 23.30
wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
februari tahun 2023, bertempat di Desa Keban 1
Kecamatan Sanga Desa Kabupatan Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaktidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Sky.

? Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN
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Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi
tanpa memiliki perizinan berusahan atau kontrak kerja
sama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang — undang RI No.
22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana
telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11
Tahun 2020 tentang cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP.

Dakwaan Subsidair

Bahwa Terdakwa Supratman bin Abusama, pada
hari rabu tanggal 15 februari 2023 sekitar pukul 23.30
wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
februari tahun 2023, bertempat di Desa Keban 1
Kecamatan Sanga Desa Kabupatan Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaktidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili,
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi
tanpa memiliki perizinan berusahan atau kontrak kerja
sama. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam Pidana dalam Pasal 52 Undang — undang RI No.
22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana
telah diubah dalam pasal 40 angka ke-7 UU RI nomor 11
Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim, maka
Terdakwa untuk itu dinyatakan bersalah atas perbuatan
yang dilakukannya. Bahwa dalam persidangan, Majelis
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
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alasan pembenaran atau aiasan pemaaf, maka Terdakwa
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program
pemerintah dalam pemberantasan perdagangan
minyak ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Tuntutan

Dalam Pengadilan Negeri Sekayu Nomor

106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dengan Terdakwa
Supratman bin Abusama. Jaksa penuntut umum
melakukan tuntutan setelah dibuktikan bahwa terdakwa
Supratman bin Abusama telah melakukan tindak pidana
mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi
tanpa memiliki perizinan berusahan atau kontrak kerja
sama, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum
menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman bin Abusama
bersalah melakukan Tindak pidana “mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut
serta melakukan pebuatan eksplorasi dan/atau
eksploitasi tanpa mempunyai kontrak Kerja sama‘
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
52 Undang — undang RI No.22 tahun 2001 tentang
minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah
dalam pasal 40 angke Ke-7 UU RI No 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntuut
Umum.
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2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supratman
bin Abusama berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)
bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan sementara. Dengan perintah terdakwa
tetap ditahan dan denda sebesar Rp22.500.000, (dua
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah mesin sedot bekas terbakar.

- 1 buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas

terbakar.

- 1 buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas

terbakar.

- 1 buah Kkatrol

- 2 buah kerangka tedmon

- Seperangkat alat rig (alat bor sumur minyak)

- Tali sepanjang lebih kurang 10 meter

- Sampel cairan yang diduga minyak bumi

sebanyak kurang lebih 5 liter yang dimasukan
kedalam jerigen warna putih ukuran 5 liter.

- Selang sepanjang kurang lebih 3 meter bekas

terbakar.
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang
pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman
dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka bisa
dipahami bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.
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C. Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim.

Dalam menetapkan sanksi, Majelis Hakim
memiliki alasan dan pertimbangan hukum sendiri,
berdasarkan fakta-fakta hukum vyang telah terjadi.
Pertimbangan hukum hakim disini meliputi pertimbangan
terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 52
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagimana telah
diubah pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Jo
Pasal 55 ayat 1 KUHP. Adapun unsur-unsur Terdakwa
yang didakwa melakukan perbuatan melanggar Undang-
Undang diatas, dengan unsur sebagi berikut:

1. Setiap orang.

2. Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau
Kontrak Kerja Sama.

3. Mereka vyang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan vyang turut serta melakukan
perbuatan.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majellis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang
dan badan hukum yang merupakan implementasi
dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu
tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa Supratman bin Abusama yang
identitasnya termuat diatas, Terdakwa membenarkan
identitasnya, demikian dengan para Saksi yang



57

dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa
terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat
dakwaan sebagai orang yang didakwa telah
melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Oleh  karena identitas Terdakwa telah
dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi
di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam
surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat
disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek
hukum (error in persona) dalam perkara ini, bahwa
benar Terdakwa adalah subyek hukum yang
dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
Maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap
orang” telah terpenuhi.

Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau
Kontrak Kerja Sama.

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang
bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di
wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan yang
dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak
dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan,
yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian
sumur, pembangunan  sarana  pengangkutan,
penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan
pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta
kegiatan lain yang mendukungnya. Sedangkan
kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan



58

eksplorasi dan eksploitasi yang lebih
menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terdakwa membuat tiga sumur bor minyak
dengan cara menggunakan alat bor yaitu secara
tradisional menggunakan alat sumur bor milik
Terdakwa sendiri dan untuk mengelola minyak di
dalam sumur bor tersebut, Terdakwa menggunakan
alat berupa mesin sedot minyak, alat penampungan
minyak sementara berupa tedmon dan drum-drum
minyak, selang minyak dan masih banyak alat
lainnya bersama 6 orang yang berasal dari lampung.

Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari
dalam sumur bor tersebut dengan cara menaruh
sepeda motor yang sudah dimodifikasi tersebut lalu
dipasang tali yang terletak di gear motor untuk
menimbah minyak dari dalam sumur yang sudah di
terhubung dengan alat rig setelah itu canting
dimasukkan kedalam sumur minyak yang mana
untuk memasukkan canting guna menimbah minyak
disumur tersebut tali yang terhubung dengan sepeda
motor diulurkan dengan menggunakan sepeda motor
lalu canting rig diangkat dari dalam sumur minyak
canting diletakkan di tempat penampungan minyak
yang mana canting tersebut mengeluarkan minyak,
setelah minyak tersebut keluar lalu minyak dari
sumur tersebut mengalir ke penampungan yang
mengasilkan sebanyak 20 (dua puluh) drum atau
sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari.

Kegiatan  pengambilan  minyak tersebut
dilakukan bukan berdasarkan kontrak kerjasama
dengan badan usaha atau pemerintah dan Terdakwa
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tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pengambilan minyak tersebut
melaikan dilakukan secara pribadi dan untuk
kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh
karena tujuan Terdakwa melakukan rangkaian
kegiatan seperti tersebut diatas adalah bertujuan
untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak
bumi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan
badan pelaksana manapun, maka dengan demikian
unsur “melakukan eksploitasi Tanpa mempunyai
kontrak kerja sama” menurut Majelis Hakim telah
terpenuhi.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan
perbuatan.

Unsur ini dikenal pula sebagai unsur secara
bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang masing-masing akan
mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau
mungkin tidak sama, yang penting di antara para
pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-
masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15
Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di
Desa Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupatan
Musi Banyuasin telah terjadi peristiwa kebakaran di
sumur bor minyak milik Terdakwa Supratman.
Karena Terdakwa telah melakukan kegiatan
pengeboran sumur minyak yang tidak disertakan
dengan izin dari pihak yang berwenang dan
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dilakukan secara mandiri oleh Terdakwa bersama
dengan tiga orang pekerja Terdakwa yaitu Anton,
Yus dan Badri. Penyebab kebakaran di sumur bor
milik Terdakwa dikarenakan api dari rokok
masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir
di selokan dekat sumur bor minyak tersebut yang
mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang
mengalami luka bakar.

Terdakwa memiliki 3 sumur bor minyak yang
dikelola oleh 3 orang karyawan Terdakwa yaitu
Anton, Yus dan Badri dimana jarak antara sumur
satu dengan yang lain berjarak sekira 50 (lima puluh)
meter dan 3 sumur bor minyak tersebut terbakar
semua. Bahwa Terdakwa membuat 3 sumur bor
minyak dengan cara menggunakan alat bor yaitu
seperangkat alat rig bor milik Terdakwa sendiri dan
untuk mengelola minyak di dalam sumur bor
tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa mesin
sedot minyak, alat penampungan minyak sementara
berupa tedmon dan drum-drum minyak, selang
minyak dan masih banyak alat lainnya bersama 6
orang yang berasal dari lampung dimana 2 sumur bor
minyak Terdakwa di buat pada bulan Oktober 2022
dan 1 sumur bor minyak Terdakwa buat pada bulan
Januari 2023.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka
dengan demikian unsur “Turut serta melakukan”
menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
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mempertanggungjawabkan perbuatannya. dalam perkara
ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Kemudian untuk menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program
pemerintah  dalam pemberantasan  perdagangan
minyak ilegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan

Memperhatikan, Pasal 52 Undang — Undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan

Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40

angka Ke-7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lainnya yang
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supratman als Man bin
Abusama tersebut di atas, terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa
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mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dalam

dakwaan primair

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua

juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat rig (alat bor sumur minyak)
dirampas untuk Negara

-1 (satu) buah mesin sedot bekas terbakar

- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 10 inci bekas
terbakar

- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 3 inci bekas
terbakar

- 1 (satu) buah katrol

- 2 (dua) buah kerangka tedmon

- Tali sepanjang lebih kurang 10 (sepuluh) meter

- Sample cairan yang diduga minyak bumi
sebanyak lebih kurang 5 (lima) liter yang
dimasukkan kedalam jerigen warna putih
ukuran 5 (lima) liter

- Selang sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter
bekas terbakar
Dirampas untuk dimusnahkan.
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6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sekayu, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, oleh Silvi
Ariani,S.H.M.H., sebagai Hakim  Gerry Putra
Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Ramli, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri
Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan
sekayu.®

Sky.

% putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN



BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA IZIN
BERDAMPAK PADA KERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU
NOMOR 106/PID.B/LH/2023/PN.SKY.

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Minyak
Bumi Tanpa lzin (lllegal Drilling) Yang
Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam
Putusan  Pengadilan  Negeri  Sekayu  Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Eksploitasi minyak bumi tanpa izin (lllegal
Drilling) adalah penambangan minyak yang dilakukan
secara illegal dengan mengelolah minyak dari sumur tua
atau yang sudah ada tanpa memiliki izin dari pihak yang
berwenang.

Secara yuridis, menurut UUPPLH No. 32 Pasal 1
angka 1, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu ruang
yang mencakup segala benda, kekuatan, dan makhluk
hidup di dalamnya yang mempengaruhi alam tersebut.
Dalam Pasal 1 angka 14 UUPLH dijelaskan bahwa
kerusakan lingkungan hidup berarti perubahan langsung
atau tidak langsung pada sifat fisik lingkungan yang
melampaui batasan kerusakan yang ditetapkan. Secara
sederhana, kerusakan lingkungan dapat dianalogikan
sebagai rusaknya kondisi fisik lingkungan akibat aktivitas
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manusia seperti penebangan hutan liar, kebakaran hutan
akibat penambangan, dan kegiatan serupa lainnya.*
Kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa izin
berpotensi merusak ekosistem lingkungan sekitar. Dari
kegiatan pengeboran tidak ada perencanaan untuk
menampung limbah cair yang dihasilkan dari pengeboran.
Sehingga terjadi ceceran limbah cair dan apabila turun
hujan akan masuk ke badan sungai atau pemukiman
penduduk sekitar. Kerusakan lingkungan yang paling
parah terjadi pada kegiatan operasi pengeboran minyak
dimana secara nyata terlihat ceceran limbah cair yang
menumpuk dan berpotensi terjadi ledakan sumur dan
mengakibatkan korban jiwa. Eksploitasi minyak bumi
tanpa izin juga dapat meningkatkan risiko kesehatan
masyarakat, pencemaran air, tanah, dan udara oleh limbah
industri. Kerusakan lingkungan yang parah dapat
menyebabkan erosi tanah yang signifikan. Pengeboran
yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan tumpahan
minyak atau gas yang merusak ekosistem air dan tanah.
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, pada bulan oktober
2022, Terdakwa Supratman alias Man mempekerjakan
sebanyak 6 orang dari lampung yang Terdakwa tidak
ingat lagi namanya, untuk pembuatan sumur minyak
sebanyak 3 sumur. Setelah selesai pembuatan sumur

! Efi Sofiah Pajarina, “Analisis Normatif Sanksi Bagi Para Pelaku
Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Prespektif Hukum
Lingkungan” 2, no. 12 (2023): 3011-19.

2 Taufik Arief et al., “Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur
Minyak llegal Di Dusun Keban | Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi
Banyuasin Sumatera Selatan,” Prima Abdika: Jurnal Pengabdian
Masyarakat 3, no. 1 (2023): 65-73
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minyak tersebut, Terdakwa bersama Anton, Yus dan
Badri melakukan pengambilan minyak dari dalam sumur
tersebut secara tradisional. pada hari Rabu tanggal 15
Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Desa
Keban I, Kecamatan Sanga Desa, Kabupatan Musi
Banyuasin telah terjadi peristiwa kebakaran di sumur bor
minyak milik Terdakwa Supratman. Penyebab kebakaran
di sumur bor milik Terdakwa dikarenakan api dari rokok
masyarakat yang mengambil minyak yang mengalir di
selokan dekat sumur bor minyak tersebut yang
mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang
mengalami luka bakar.

Kemudian diperkuat oleh keterangan tiga saksi
yaitu Indra Abdian (ketua RT), Sudarisman dan Hafiz
Zulpadli memberi keterangan yang sama, bahwa sumur
bor minyak terdakwa mengalami kebakaran. Pristiwa
tersebut terjadi di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga,
Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah sumur bor minyak
yang terbakar ada tiga sumur bor minyak yang terbakar,
pemilik sumur bor minyak ilegal tersebut adalah
Terdakwa Supratman. Bahwa ada korban jiwa akibat
peristiwa kebakaran sumur bor minyak illegal tersebut.

Adapun unsur-unsur Terdakwa yang didakwa
melakukan perbuatan melanggar Pasal 52 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebagimana telah diubah
pasal 40 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dengan unsur
sebagi berikut:

1. Setiap Orang
Setiap orang di sini menunjuk pada setiap orang
dan badan hukum yang merupakan implementasi
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dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu
tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama
yang identitasnya termuat diatas, Terdakwa
membenarkan identitasnya, demikian dengan para
Saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan
bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam
surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah
melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan
baik oleh Terdakwa maupun Para Saksi di
persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam
surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat
disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek
hukum (error in persona) dalam perkara ini, bahwa
benar Terdakwa adalah subyek hukum yang
dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
Maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap
orang” telah terpenuhi.

Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau
Kontrak Kerja Sama.

Maksud dari eksplorasi adalah kegiatan yang
bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di
wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan yang
dimaksud dengan eksploitasi adalah rangkaian
kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak
dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan,
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yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian
sumur, pembangunan  sarana  pengangkutan,
penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan
pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta
kegiatan lain yang mendukungnya. Sedangkan
kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau
bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi yang lebih
menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terdakwa membuat tiga sumur bor minyak
dengan cara menggunakan alat bor yaitu secara
tradisional menggunakan alat sumur bor milik
Terdakwa sendiri dan untuk mengelola minyak di
dalam sumur bor tersebut, Terdakwa menggunakan
alat berupa mesin sedot minyak, alat penampungan
minyak sementara berupa tedmon dan drum-drum
minyak, selang minyak dan masih banyak alat
lainnya bersama 6 orang yang berasal dari lampung.

Bahwa Terdakwa mengambil minyak dari dalam
sumur bor tersebut dengan cara menaruh sepeda
motor yang sudah dimodifikasi tersebut lalu
dipasang tali yang terletak di gear motor untuk
menimbah minyak dari dalam sumur yang sudah di
terhubung dengan alat rig setelah itu canting
dimasukkan kedalam sumur minyak yang mana
untuk memasukkan canting guna menimbah minyak
disumur tersebut tali yang terhubung dengan sepeda
motor diulurkan dengan menggunakan sepeda motor
lalu canting rig diangkat dari dalam sumur minyak
canting diletakkan di tempat penampungan minyak
yang mana canting tersebut mengeluarkan minyak,
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setelah minyak tersebut keluar lalu minyak dari
sumur tersebut mengalir ke penampungan yang
mengasilkan sebanyak 20 (dua puluh) drum atau
sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari.

Kegiatan pengambilan minyak tersebut dilakukan
bukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan badan
usaha atau pemerintah dan Terdakwa tidak ada izin
dari pihak yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pengambilan minyak tersebut melaikan
dilakukan secara pribadi dan untuk kepentingan
pribadi.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh
karena tujuan Terdakwa melakukan rangkaian
kegiatan seperti tersebut diatas adalah bertujuan
untuk menghasilkan minyak mentah atau minyak
bumi tanpa mempunyai kontrak kerja sama dengan
badan pelaksana manapun, maka dengan demikian
unsur “melakukan eksploitasi Tanpa mempunyai
kontrak kerja sama” menurut Majelis Hakim telah
terpenuhi.

Adapun unsur-unsur Pasal 53 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang
Minyak Dan Gas Bumi, sebagimana telah diubah pasal 40
angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2020 tentang cipta kerja, yang menurut penulis
Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pada pasal ini dan
selayaknya juga Terdakwa dituntut dengan pasal ini.
Dengan unsur sebagi berikut:

1.
2.

Setiap orang

Unsur melakukan pebuatan Eksplorasi dan/atau
Eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau
Kontrak Kerja Sama yang mengakibatkan timbulnya
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korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,
dan/atau lingkungan.

Melihat fakta-fakta hukum dipersidangan dapat
dikatakan bahwa tindak pidana yang dilakukukan
Terdakwa adalah tindak pidana eksploitasi minyak bumi
tanpa izin pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi,
sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 7 UU RI
nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Bukan hanya
itu saja Terdakwa juga secara berbarengan melakukan
tindak pidana pada pasal 53 sebagimana diubah 40 angka
8 UU RI nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja,
terjadinya kerusakan lingkungan karena sumur bor
Terdakwa kebakaran dan timbunya korban jiwa yang
berbunyi:

jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23A mengakibatkan timbulnya

korban/kerusakan terhadap kesehatan,

keselamatan, dan/atau  lingkungan, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Supratman

Als Man bin Abusama sudah jelas sangat merugikan
masyarakat dan Negara. Tindakan yang dilakukan
Terdakwa Sangat berdampak negatif, baik itu untuk
kesehatan dan keselamtan mahluk hidup. Maka ada dua
tindak pidana yang dilanggar terdakwa yaitu eksploitasi
minyak bumi tanpa adannya izin usaha pada pihak yang
berwnang dan akibat dari perbuatan Terdakwa
mengakibatkan kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan dan lingkungan.
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Dengan adanya dua tindak pidana yang
berbarengan yang belum mempunyai putusan akhir atau
perbarengan melakukan tindak pidana dengan beberapa
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.®> Maka tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak
pidana perbarengan (concurcus), walaupun dalam surat
putusan tersebut tidak menerangkan dan mencantumkan
dasar-dasar hukum lainnya yang menguatkan posisi
tindak pidana perbarengan (concurcus), tetapi kasus
tersebut masuk kedalam tindak pidana perbarengan. Oleh
sebab itu, Pasal yang tepat dalam menjelaskan dan
menjadi pertimbangan adalah Pasal 65 KUHP tentang
perbarengan beberapa perbuatan (Concurcus Realis) yang
menjadi landasan penulis untuk menganalisis kasus
tersebut.

Dalam menentukan dasar hukum Terdakwa
Supratman Als Man bin Abusama, penulis berfokus pada
Pasal 65 KUHP yang berbunyi:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,
maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah
maksimum pidana yang diancam terhadap
perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum
pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Dalam bentuk perbarengan beberapa perbuatan
(Concurcus Realis) untuk sistem pemberian pidana yang

® Mas’ad Ma’shum, Hukum Pidana | (Jakarta: Sinar Grapika, 2011)
him 122.
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dipakai adalah sistem absorbsi stelsel yang dipertajam.
Dalam sistem ini apabila seseorang melakukan beberapa
perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang
masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri,
menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat
dijatuhkan satu pidana saja yakni yang terberat, akan
tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3
(sepertiga).* Sistem ini dipergunakan untuk perbarengan
tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman
pokoknya ialah sejenis.

Atas dasar paparan diatas penulis mendapat
kesimpulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, bisa masuk dalam
perbuatan perbarengan (concurcus). Terdakwa Supratman
Als Man nin Abusama melanggar Pasal Pasal 52
sebagimana diubah Pasal 40 angka 7 UU RI nomor 11
Tahun 2020 tentang cipta kerja, di hukum paling lama 6
tahun penjara, ditambah Pasal 53 sebagimana diubah
pasal 40 angka 8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta
kerja, dengan hukuman penjara 5 tahun penjara. Maka
semua hukuman akan dijatuhkan kepada si Terdakwa
tetapi tidak boleh melebihi hukuman masksimal di
tambah 1/3, karena hukuman yang terberat adalah 6 tahun
+ (1/3 x 6) tahun = 8 tahun penjara.

Dalam hal perbarengan tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa Supratman Als Man bin
Abusama pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN Sky yang menjatuhkan hukuman
pada pasal 52 sebagiman telah diubah pasal 40 angka 7

* Keintjem, Elias, and Nachrawy, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana
(Concurcus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2021.”



73

thun 2020 tentanng cipta kerja, dengan hukuman penjara
selama 4 bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000,- (dua
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Menurut penulis
penjatuhan hukum Terdakwa kurang memenuhi asas
kemanfaatan, yang mana terdakwa bukan hanya
melanggar eksploitasi minyak tanpa izin saja, tetapi juga
akibat tindakkan Terdakwa meyebabkan terjadinya
kebakaran yang menimbulkan kerusakan dan korban
jiwa.

Kemudian menurut penulis, pertimbangan hukum
yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
sekayu dalam perkara pidana Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky. Fakta-fakta hukum yang
terbukti dalam persidangan beserta alat pembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat
bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan
terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan
pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang
diatur dan berlaku di masyarakat. Hal tersebut berkaitan
dengan aspek-aspek berikut :

1. Sudah jelas perbuatan Terdakwa bertentangan
dengan program pemerintah dalam pemberantasan
perdagangan minyak illegal.

2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa meresahkan
masyarakat  yang menimbulkan kerusakan
lingkungan dan korban jiwa akibat dari kebakaran
sumur bor minyak illegal terdakwa.

Hukuman vyang diajatuhakan kepada terdakwa
masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa yaitu
bahwa majelis telah mejatuhkan pidana penjara selama 4
bulan serta denda sejumlah Rp22.500.000, (dua puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah) dimana menurut penulis
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hukuman tersebut masih jauh jika dihubungkan dengan
hukuman maksimal yang seharusnya terdakwa dapatkan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana
Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa lIzin (lllegal Drilling)
Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Dalam
Putusan  Pengadilan  Negeri  Sekayu Nomor

106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor  106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, = yang  mana
Terdakwa Supratman Als Man bin Abusama melakukan
eksploitasi minyak bumi tanpa izin pihak yang
berwenang, kemudian diwaktu berbeda dalam fakta
hukum dipersidangan sumur eksploitasi minyak bumi
tanpa izin Terdakwa mengalami kebakaran yang
menyebabkan kerusakan lingkungan dan timbulnya
korban jiwa.

Dalam Islam, konsep kepemilikan diatur dengan
ketat berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah.” Jika
seseorang melakukan pertambangan minyak di tanah
milik nya sendiri tanpa izin pemerintah, hal tersebut bisa
dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai
sanksi menurut hukum Islam. Tindakan semacam ini
melanggar prinsip keadilan dan aturan hukum yang
berlaku. Selain melanggar ketentuan hukum negara
mengenai izin pertambangan, hal ini juga dapat
merugikan orang lain atau masyarakat secara umum
terkait hak dan kepentingan mereka atas sumber daya
alam yang dimiliki bersama. Dalam pandangan hukum

% Wedi Wedi, “Kepemilikan Umum Dan Negara Di Indonesia,” Jurnal
Studi Islam Dan Muamalah 1, no. 1 (2016): 53-71.
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Islam, tidak ada istilah khusus yang secara langsung
merujuk pada penambangan minyak tanpa izin.

Dalam hukum pidana Islam, penambangan minyak
tanpa izin dapat dianggap sebagai bentuk pencurian atau
jarimah sirgah. Penambangan minyak tanpa izin biasanya
melibatkan pengambilan sumber daya yang dimiliki oleh
negara atau perusahaan tanpa seizin atau persetujuan dari
pemilik sahnya. Hal ini melanggar hukum dan dianggap
sebagai pencurian karena mengambil sesuatu yang bukan
haknya. Selain itu, penambangan ilegal ini seringkali
menyebabkan  kerugian ekonomi dan  kerusakan
lingkungan yang signifikan.

Kemudian eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang
menyebabkan kerusakan ini masuk kepada tindak pidana
atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur’an dan
hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Secara jelas, Al-
Qur’an menyatakan bahwa semua jenis kerusakan yang
terjadi di bumi ini adalah akibat dari tindakan manusia
dalam berinteraksi dengan lingkungannya.® Hal ini
dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum (30) ayat 41:

AU sl sns 6 s A g sed ik

<o o/o&// a)/ o 'Q s . 0. o 8%0
Sz 14l iz oo Gt 4B

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah  merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar) .

® Laila Hasanah, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Pembakaran Lahan,” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 12,
no. 1 (2018): 85-106.
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Pengrusakan lingkungan hidup dianggap sebagai
kejahatan dalam hukum Islam dan disebut sebagai
jarimah. Suatu tindakan dikategorikan sebagai jarimah
jika tindakan tersebut, baik aktif maupun pasif, memiliki
potensi untuk mengganggu ketertiban sosial, keyakinan,
kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.
Pengrusakan lingkungan hidup dianggap melanggar
hukum, dan pelakunya akan dikenai sanksi dengan tujuan
memberikan efek jera. Meskipun bentuk spesifik dari
tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup tidak
disebutkan secara eksplisit dalam nash (ketentuan),
tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta’zir.’

Sanksi ta'zir terkait dengan tindak pidana ta'zir,
mencakup tiga jenis yaitu pertama, tindak pidana hudud
atau gishash yang telah ditetapkan oleh Alquran dan
hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi
hukuman had atau gishash, seperti percobaan pencurian,
perampokan, perzinaan, atau pembunuhan.® Kedua,
kejahatan-kejahatan yang ditetapkan oleh Alquran dan
hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya, sehingga
hukumannya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri),
seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan
sebagainya.’ Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan
oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat, seperti
aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain.*

" Aris Nandar Asy’ari, Edwar Ibrahim, “Tindak Pidana Perusakan
Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Agama Dan
Sosial Humaniora 11, no. 2 (2023): 157-76.

& M. Nurul Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2016)
him 180.

o Farug, Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam, him 55.

19 |rfan and Masyrofah, Figh Jinayah, him 181.
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Berdasarkan pembagian tindak pidana ¢ zir diatas,
maka eksploitasi minyak bumi tanpa izin yang
menyebabkan kerusakan termasuk dalam kategori tindak
pidana fa zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang
ditentukan oleh pemerintah untuk kemaslahatan rakyat
dan hukumannya pun menjadi kewenangan pemerintah
yang tertuang dalam pasal 40 angka 7 dan 8 UU RI
nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Dalam kasus ini bisa dikatakan perbutan terdakwa
Supratman Als Man bin Abusama, melakukan lebih dari
satu tindak pidana dalam hukum positif, dalam hukum
pidana islam perbutan terdakwa melakukan eksploitasi
minyak tanpa izin dan kerusakan lingkungan, masuk
dalam jarimah yang berbeda, maka perbutan ini bisa
disebut perbarengan atau gabungan tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana
eksploitasi minyak bumi tanpa izin dapat dilihat sebagai
pelanggaran terhadap hak-hak publik dan
penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh umat.
Hukuman untuk kejahatan semacam ini tidak diatur
secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis, tetapi tindak
pidana ini bisa masuk dalam jarimah sirgah, karena telah
memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sirgah.

Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dalam fakta hukum
dipersidangan, Terdakwa bukan melanggar izin saja,
tetapi sumur eksploitasi minyak bumi tanpa izin
Terdakwa mengalami kebakaran yang menyebabkan
kerusakan lingkungan. Dalam hukum Islam pengrusakan
lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dan disebut
sebagai jarimah. Pengrusakan lingkungan hidup dianggap
melanggar hukum, dan pelakunya akan dikenai sanksi
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dengan tujuan memberikan efek jera. Meskipun bentuk
spesifik dari tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup
tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (ketentuan),
tindakan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta zir.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN.Sky, dengan fakta hukum
dipersidangan, menurut penulis tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa merupakan perbarengan tindak
pidana, dalam hukum pidana islam disebut Ta addud al-
jaraim (gabungan tindak pidana). Bahwa terdakwa bukan
saja melangar izin ekspolitasi minyak bumi tanpa izin
saja, tetapi juga tindak pidana yang dilakukan terdakwa
menyebabkan kerusakan lingkungan karena terjadinya
kebakaran.

Gabungan jarimah dikatakan ada Ketika seseorang
melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda
dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum
mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Sama
halnya dengan pendapat yang diberikan oleh A Hanafi
yaitu: seseorang yang memperbuat beberapa macam
jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan
putusan akhir.

Perbuatan pertama, Terdakwa Supratman Als man
bin Abusama termasuk kedalam jarimah sirgah yaitu
Terdakwa melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa izin
kepada pihak yang berwenang (pemerintah). Pada bulan
oktober 2022, Terdakwa Supratman alias Man
mempekerjakan sebanyak 6 orang dari lampung yang
Terdakwa tidak ingat lagi namanya, untuk pembuatan
sumur minyak sebanyak 3 sumur. Setelah selesai
pembuatan sumur minyak tersebut, Terdakwa bersama
Anton, Yus dan Badri melakukan pengambilan minyak
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dari dalam sumur tersebut secara tradisional. Tindak
pidana eksploitasi minyak bumi tanpa izin dianggap
sebagai pelanggaran terhadap hak publik karena minyak
bumi adalah sumber daya yang dimiliki oleh seluruh
umat. Penyalahgunaan atau eksploitasi tanpa izin ini
merugikan kepentingan umum dan mengganggu tantanan
ekonomi dan lingkungan.

Perbuatan kedua, Terdakwa Supratman bin
Abusama ktermasuk dalam jarimah fa’zir yaitu tindakan
ekspolitasi minyak bumi yang dilakukan terdakwa
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan
terjadinya kebakaran sumur minyak milik terdakwa.
Pengrusakan lingkungan hidup dianggap sebagai
kejahatan dalam hukum Islam dan disebut sebagai
jarimah. Suatu tindakan dikategorikan sebagai jarimah
jika tindakan tersebut, baik aktif maupun pasif, memiliki
potensi untuk mengganggu ketertiban sosial, lingkungan,
kehidupan individu, hak milik dan keamanan."*

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat dua tindak
pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Supratman bin
Abusama yaitu penambangan minyak tanpa izin dan
perusakan lingkungan, yang mana dalam hukum pidana
islam kedua tindak pidana tersebut, termasuk dalam
jarimah ta’zir. Menurut penulis untuk penjatuhan
hukuman terhadap Terdakwa dalam hukum pidana islam
masuk ke dalam teori campuran (al-mukhtalath).

Jadi dalam hukum pidana islam penjatuhan
hukuman kepada terdakwa Supratman bin Abusama
menggunakan teori campuran (al-mukhtalath) yaitu

™ Aris Nandar Asy’ari, Edwar Ibrahim, “Tindak Pidana Perusakan
Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Agama Dan
Sosial Humaniora 11, no. 2 (2023): 157-76.
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menggabungkan keduanya jarimah sirgah dan jarimah
ta’zir kemudian mencari jalan tengahnya. Perbarengan
hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui
batas tertentu. Tujuan dari pada pemberian batas akhir ini
bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang
terlalu berlebihan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rangkaian pembahasan di atas, dengan
demikian peneliti menyimpulkan:

1. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor 106/Pid.B/LH/2023/PN Sky, sudah jelas
Terdakwa  Supratman bin Abusama melakukan
eksploitasi minyak tanpa izin, dan secar berbarengan
melakukan tindak pidana pada pasal 53 sebagimana
diubah 40 angka 8 UU RI nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja, karena dari tindakan terdakwa
terjadinya  kerusakan lingkungan. Berdasarkan
analisis penulis, Terdakwa melakukan lebih dari satu
tindak pidana (perbarengan tindak pidana), yaitu
perbarengan beberapa perbuatan (Concurcus Realis)
untuk sistem pemberian pidana yang dipakai adalah
sistem absorbsi stelsel yang dipertajam, menurut
stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan
satu pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi
dalam hal ini diperberat dengan menambah 1/3
(sepertiga). Terdakwa Supratman Als Man nin
Abusama melanggar Pasal 52 sebagimana diubah
Pasal 40 angka 7 UU RI nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja, di hukum paling lama 6 tahun
penjara, ditambah Pasal 53 sebagimana diubah pasal
40 angka 8 UU nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta
kerja, dengan hukuman penjara 5 tahun penjara.
Maka semua hukuman akan dijatuhkan kepada si
Terdakwa tetapi tidak boleh melebihi hukuman
masksimal di tambah 1/3, karena hukuman yang

81
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terberat adalah 6 tahun + (1/3 x 6) tahun = 8 tahun
penjara. Hukuman yang diajatuhakan kepada
terdakwa masih kurang sepadan dengan perbuatan
terdakwa yaitu bahwa majelis telah mejatuhkan
pidana penjara selama 4 bulan serta denda sejumlah
Rp22.500.000, (dua puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah) dimana menurut penulis hukuman tersebut
masih jauh jika dihubungkan dengan hukuman
maksimal yang seharusnya terdakwa dapatkan.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana
eksploitasi  minyak bumi tanpa izin yang
menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dilihat
sebagai pelanggaran terhadap hak-hak publik dan
penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki oleh
umat. Hukuman untuk kejahatan semacam ini tidak
diatur secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis,
tindak pidana ini dikategorikan jarimah ta'zir, yang
mana hukumannya ditetapkan oleh penguasa atau
hakim berdasarkan kebijakannya. Dalam kasus
putusan  Pengadilan  Negeri  Sekayu Nomor
106/Pid.B/LH/2023/PN Sky, dengan fakta hukum
dipersidangan, menurut penulis tindak pidana yang
dilakukan Terdakwa merupakan perbarengan tindak
pidana, dalam hukum pidana islam disebut Ta addud
al-jaraim  (gabungan tindak pidana). Bahwa
terdakwa bukan saja melangar izin ekspolitasi
minyak bumi tanpa izin saja, tetapi juga merusak
lingkungan hidup yang disebabkan terjadinya
kebakaran akibat minyak yang mengalir di selokan
dekat sumur bor minyak Terdakwa. Dalam hukum
pidana islam penjatuhan hukuman kepada terdakwa
Supratman bin Abusama menggunakan teori
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campuran (al-mukhtalath) yaitu menggabungkan
keduanya jarimah tersebut kemudian mencari jalan
tengahnya.

B. Saran
Terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi
dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Para Penegak Hukum terutama Hakim dalam
mengambil keputusan perlu mempertimbangkan
fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan
agar memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan,
bukan hanya untuk pelaku saja tatapi juga untuk
seluruh masyarakat yang ada.

2. Penambangan minyak tanpa izin adalah masalah
serius yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi,
dan kerusakan lingkungan. Maka perlunya
mempertegas  kebijakan perizinan, baik izin
lingkungan maupun izin usaha pertambangan yang
terpadu yang mengacu pada konsep pembangunan
berwawasan lingkungan, sebagai upaya preventif
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup.

3. Untuk peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan
kajian yang mendalam dan intensif tentang kasus-
kasus tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa
izin yang ada di lapangan. Hal ini dilaksanakan
sebagai data-data penelitian dan sumber rujukan bagi
peneliti-peneliti berikutnya.
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Setelat mandenger aggapan Penumitst Umum lertades permohonan
¥ang pada pokakn ya wap pada
Seteian  mendengar mnggapan Terdakwd ehadap Beggapan

Prounie Umum yang pada pokoke yw wiep paits pemob v
e @ bahwa xe p gan oleh Penuntut
Umum ddakiwa berdasarkan surst Gakwaan sesagal tert
DAKWAAN :
PRIMAR :

Bahwa Terdahwa SUPRATMAN ALS MAN BV ABUSAMA, Fada Harl
Mabu Tanggal 15 Februmn 20235 Secien Pokul 2330 Wit atau sesdak bisaknys
Pods wakty fain datam bulan Fetruan Tengn 2023 steu sesdak-Scakn ya pads
Wk lain Salee whun 2023 penermpat fi Desa Keban | Kecanaun Sangs
Desa K Musi B Frovns Selatan, atsu seddak-
Sdaknya pads fempat fan yang masin temasuk dalam caerah hukum
Fengadian Neges Sehkayw yang benwenang mengadih. melcka yang

yung ¥ bt dan St serts selabukan shacioms
wnps per atau sonvak be

Sama, diakukan 0eNgan Sar3 sebage benkut. -
Bahma b, yak & (mham) crang dad

Rmpung yang teTaiwd Mdak ingat lagl namanya WAk pembuatan semur
gk mrsebot sebaryak 3 dgal semur pada bulan Owicber 2022, setslah
sefmas Wl terdemn bersamaaams dengan Asien, Yus dan Badn (telum
[} hun QArEd o ek dan Selam sumur Wl secens
Tadeona sepeanghat dat UG (aat bor sumur minyak), pea kalpanis, memn
srmesis s el alat RIO dicatu! dan Nemudan Senusan dengan
pemarangen sipa kalpanis seteish ppa Kapass pasang sace sumer
P i p Ak 6ot Al atas lumpur

setnlah I sum boe minyak siss Sambl minpsknye dengan cars menmus
wesecs ouy yang sudes dmodithes Winetv! dpaseng Ml yang lerwtak &
Sea Mot unik menumbah mengaR can dalam sumur yang sedah o
wmutung dengan alat Rig seteiah fu canting demasubkan kedaam sumur
vk yang mane wnkk mwmaskkae cantng gene menimbah meak
Swmee mrwmbul Bl yang Wrhutung dengan sepeda moker dulutkan dengan

R L e 70 At sevor TR MR Say

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i

Aealaree 3

91



menggun ahan sepeda meloe lalu Saning ri Sanghal des Salam Sumur mis s
canang @ st pe Dan MEnyak yang mana canting fersetut
mengehaaian minyak, setwiah s yakierset! bebuee lalu mnyas dan sume
rvabut mangali ke Gun S aeinlah o @ menyak

Banwa Berta Acaa Tewnnis
Terrpat Keiadian Penam Ketakaon cada Hilr Allan Ak yaog berasal dan
Sumur Bor’ minysk mibk adr. SUPRATMAN Bin ABL SAMA ¢i Desa Keoan |
Kecomatan Sanga Desa Kavupaten Mus lllw‘in No LAS - S8FBF02)
Rnggal 27 Februan 2023 dengan adalan
u—n-mum-nynu—mu-ummm-
Surtzuna (Cpen flame) yang Sernse dan sumur men yek

Bahwa Bevita Acara L
Nomer LAS. - OINKKF2023 tangge! 00 Marwl 2033 bwang twat Sevups |
| ash pogen plasic wama puth bedak segel dan Selabel Sateng Buks
botisi CAran Derwama Kehilhman Oengan  volime lebin Kumeg 5 e
selunuings dsirguian dahwe Bameg kS Defupd caimn Desvama Rl
sepert fersabi! datas gan & ¥ peny
ek Bume,

e Tertah datur dan dancam Pidana deles
Pasw 52 Undang ~ungang i No. 22 sshun 2001 ientang mayak dan ges bume
setagaimana telah dlubsh catam pasal 40 angka ke-Y UU Rinomor 11 Tahun
2020 enting Spta e o Pasal 55 ayal (1) Ke-t KUHP
SUBSIDAR *

Bahwa Terdakwa BUPRATMAN ALS MAN BIN ABDUSAMA, Fads Han
Rabu Tanggal 15 Fabnimn 2023 Seain Pubul 22,30 Wib stes sefidab-tizatnye
peds wakh lam delam bulan Fetruan Tasun 2003 sty setcak-Stiadn ya cads
waku (ain dalam ahun 2023 benempat di Desa Kebao | Kecamatan Sanga

Desa Kalx Musi Ba in Provins S Selatan, ateu sebdak-
Saknyn pads lempst e yang masin teemasuk dalem Geeesh hubum
Sengadian Negeo Sesayu yang g mengadii

daniate eksplofasl Wnpa memiie perznan berusahan atau kosdak e
samia digtuban dengen cars sebage Serhut,

Pada wakiu dan tempat seperl ieesetut dalas, bermula pada tufan
Owiober 2022 dengan o ok
7 (dun) bush sumar minysh, i setelah selesal pembuaten mumr mevak
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tersabut ontuh melabulan aRitites sumur mn yak lerdaom s mempervegaken 3
PNy kanawan yats Sdr Anton, Yus dan Bade (befum fertan ghap):
Bahma @ (enam) crang dan
larrgung yang ednkws Sdak ingel lagi namanyes  untubk pemBusten sumet
mrvgak sersebot sebanyak 3 (8ga) sumur pasa bulan Oxiooer 2022, selelah
sefesa Ml ferdakmn Dersama-sama dengan Anon, Yus dan Badr (belum
gk » SR mn yak dan Satam semur mebt secana
masona sepesngkat aat RIG (pat bor sumar minyakl g3 kalpanis, mesin
drmesm ks lalu alat RIG dicotut dan kemudan dlsnusan dengan
pemasangen sips halpenis seimish poa Kepews msesang peds sume
3! o wau ek il ar wlau g
sewlah U Sum bor minyak Sap Bambl MeTyEkTya Enpan I
srpacis motr yang sUdsh dmoddkaw Wrsebut dossang Bk yang ledetak &
gee Mmool unhs menarBah Myl dan dalam sumur pang sedsh @
nMubung Sengas dat Rig setwah B canting dmasubian kedales sumur
ek yang Mana ek memasulkEs caning QUNE menimbah ke
Ssumer wrsebut Ak yang lerhucung dengan sepeda mokr dulutian dengan
MeNGgUNANIN sepeda Moloe lfU cantng rk dianghat dan dalams sumur minyak
Canling dletathan & lempal DEnampUNOEn muryak ety Mana cening eaetut
mengehsarkan minyak, seteish menyakiersetu| bekiar lalu manyaR dan sumet
oot e dan sewiah D minyak terssbut.
Batvma Bedtta Acan P Teknnis
Terpat Keafian Pedan Kebakaan gada Mikr Aian Ak yang beasal darl
Sumur Bor' minyak mibk sdr. SUPRATMAN Bin ABU SAMA d¢i Desa Kesan |
Kacarwun Sangs Dess Katupaien Musi Basyuasia No LAR - S8FEF22
Mnggel 27 Fetvuad 2073 cengen Panut: , wtauh
Lrafiaenya uang minyak buay yang bersdat fammate oloh barayals apd
ke (open Mame | pang Serase dan sumur min yak,
Batrmn bercasarian Bedta Acacs Py Lab
Nomor LAB. - OTIKKF2023 tanggal 08 Maret 2023 Sarng buks berupa 1
() buah peges plaste wama suth bedad segel dan belabel barang buil
tenw caren berwsma Nehiaman dSengen  voiume et kumeg 5l
sslanjinya deimpuikan dahwa barang Bukd Derups calian berwama hitam
sepent farsebut Slata
Ik By
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Pathy ] Gatur dan dancam Prdana dales
Pasat 52 Undang - undangRINo. 22 sshun 2001 ertang menyak dan gas bum
satagaimana Slsh Subsh deam pasal 40 engke de-7 UU RInomor 11 Tahun

2020 tentang cipts e,
b banwa Penuntut Umum, Terdakwa
Sdak mengajukan kebesatan
Nenimtiang buhwa uniuk mesburtan o L it Urmngr

Selah mengajpsan Saksi-<3hs sobagy beniut
1. Saksl Inda Asdian bin lan. obwwah sumpah pada pokoknya
menaTangien sebagal beckut
- Bahwa Sakal dalam beaaan seh el seth menpgert Sen besede unlk
e
- Bahwa Sats had ke persdangan Ini sshutungan tesh teses
petatws bebakacan sumer Bor mmyas g

Bahwa Sake i sumur 2ot menyak fegal
pods saaf Ssiw sedang bereds Srumah dan Seksi dbedtahu oleh
g

Bahwa Saksi doefmanhu oleh warga kaena jabatan Sake adaan
sabage Ketua AT Duses ¥ Dens Moban | Kec Suiga Deas Kab Musi
Banyumses terrpal Mosdnya bebakaran sumur bor minyak legel

Bahwa perstwa Nebakaran sumur bor minyak fegal semebut mast
pade hin Rabu egoe 15 Februst 2023 sehrs pubul 2230 WAl
berempal @ Dusen V Desa Keban | Kecamatan Sanga Desa

Kabupatan Mus Banyuasin,
< Bahwe sefauh i Ssiai wudan 2 (dus) kel dalang ke lnhan ik
Ay d ek tarhadt dan seseligue
Gakst wKepada unwk  sdak

melgeuian pengetonan sumur sinyak legel

= Bahwas sepenpetahuun Saky ade ssbanyak 3 (o8) memur bor mevys
ega yang tesakar:

« Bahwa sepenpetahuse Saksd lokas lempat surmur bor minyes legal
yang tetukar emetut distes (e sk adr Merman Magos wengs
desa Karang Ringin Kecamatan Babat Toman Xabupaten Musi
Banyuasn:
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« Bahwa sepongutituan Saksi penmiik das s Bor menyal degal yang

tertakar adalan waga Desa Kesan |
Sangs Desa Musi Bavy

- Bahwe Sehe W sumur 2ot mevek legs adwah mik Testabes
Bupratman karena dzemanu oleh wara dan saya Nga pemah melhat
Terdakwa Supratvan sedng berado al [okasl pengeboran minyak fegai
it

- Bahwa Saka kenal dengan Terdakwa SUranman kamna menvpakan
waps Saks

- Bahwa Terdakwa Supratmen Sdes cemah memnis ce depeds Saks

Wlau pacengRat desa lainnys unaik han whtvias peng
swmurminyak degal,

- Bahws > Sak = peboran sumur minysk gl
sacah [l el lama 5 sl mbaga) Keaia

RT

«  Bahwa Saks senabsl sebagal Kebia RT sejak abhun 2021,

- Bahwa Sdt Merman Mapon ddak pemah membentatuvan Mau
melagoan kepaca Saksi 1eMang adonyd Kegutan pengedoran sum!
minyak legsl Autes lahan misk Sdr Hetman Mayos

- Bahwa ada Koban fea seSanyah 1 (sshy) omng akibat pedskwa
kebakaran sumur Bor minyak dega tersebul tetapd Saksl tdak
MO getah Ul nama omng Mrsebul karena Buban warga Saksi

- Bahwa sutah permah 3da NMOAUAN dan pemerntah desd untik tdak.
Inrsotut Sdak pemah S clet pare pelakey pengeboran sumet
mnysk begel

- Bahwe Eake,
heglates mengarsl menyak pads sumur lersebul Sdek mendapathan
Izin den tdek memnts (2 kepada pemeanten mespun plhak
berwenang l@onya.

Sakal benar dan
B4k haberale
2 Sakel Sudansman mn Hano Payiing. dbawah sumpah pada pokownya
menerangian sebapdl bedkut.
-~ Bashws Saksi delam wehat e oot dan wntas
Gan yang seb
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« Bahwa Sakd hadli ke persdangen Ini sehuBungan leah edad
PersIMs hebakaran sumer Bor ek | lega

«  Bahwa Sakal o UmUT BOr ey sk Bege
lwrsatut pade han Kamis Wnggel 16 Februad 2073 sebite pukul 07 30
WE tetapl Saksl sudah mMenoengar wara Qemwun dan sudm
SlpPetapon rumah saya bempetar sekva pukul 2330 WIE paca harl
Rt tanggw 15 Februan 2023 & Dussn V Desa Ketan | Kacwmatan
Sanga Desa Kabupaten Mus Banyuasin

~ Bahwa umah Saks beramk sentar « 700 meter canl lokas tepdan
hbararan, pade ssal fu Sabw saan Serangeal e belun Sekw, iy
Saxal mwihat Sanysk g dan scanys apl Selagy saps boak becani
mendenat ke obas wIYOat ag berasal.

- Bahwa sepangetahuan Saksl pemitk dan sumur Sor minyak fegel
Imraetet adatah Tordacwa Sopratran
Bahwa sepungelahuan Saksl semill lanan Jang terakar iersebut
adalus Sdv. Herman Mayer,

= Bahwa Sacsl he pemik sumur bor minyak degal fersebut adalah

prLs o meltvat =

betaca o lokm pangeboren dan sdah banyak sssyaraket yang by
batvws wumr Bor mumyak llegal adalan mis Terxtahwa Supratman
Bahwa sepenpetahuan Saks. ade | (50 ) koman yang meninggal
dunia sebal lertanurnya summs o mnyak egal lerebt wiap: Saks
biak meng toman

- Bahwa sepergetanuan Saks. ada 3 Hga) sumer hor memyak degal yang
fectabar,

«  Bahwa sepengetatcan Secel, 3 (hge) aummur Bar mevyak legal lersebul
adalah mik Terdanwa Supratman

Tertrad Sakesi T wlaban benas San
Sctak kabecaten
3 Saxs Mot Zuipadd) S M tin Komaredn. dbawah sempah pada pokoenya
meneranglan seagsi berut
« Bahwe Seks delam et gl Serta Sengert cun ik

- Bahwa Saks nadir ke persidangan inl sehwtungan telah tgadt
POTATMA hebakaran sumr Bor mny sk lege
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Bahwa teiadian hebahsran surmur Bor minyak legal Wmetul woad
pada han Rabu tanggal 15 Februan 2023 sekra puku! 22 30 W
Bahwe Senal = Mt bor ersetul
-ivian dan WeM Mekilr pang ana pade
saat i Saksi sedang men@iankan tugas d Polsek Sanga Desa. setelan
mendapatan informasi fersebut Sakel langsung mendatangl lokasi
Kmpadan unive mengetattul apa yang whenmmya iejad disacs
Bahwa setelah sampal ol lokas! kepdan di Desa Ketan | Kee Sango
Desa Kab Mus SBanyuasin memang benar lsloh teged keDakaran
srmur Sar aeyee fegal dan usah surmer Bor yeng wrhakar ads 3
(S wurmmur dae lokanin v bestebatan larfwiak delam 1 (sit) hamoaren
anah
Bahwa selelsn memmt - Saks
melagokan kepcian eowbul kepaca plopnan Sats, 6y selelas ity
Sakai bersama dengan wans sekillr berusaha memadamian as
dengan menppueakan M Seldatys namun ap Sdak capat
Sk rekan Save sesama Qoo
possi deant: ghat Sesa ke
age Baak ade wargs sekiar yang mendekst ke Chas kebebaran
Karena diakutan skan e Ral-hal yang bdak & inginhan apatids sda
WEPE yang mau ohas faly saye
melErukan penyridhan siaea pemibh suim | Bor s ek degal tersetut
dan siapa pemiik [anan fempat sumur Bor minyak llegal yang lerbaka
eyt
Bahwa hasl per . tuhwa
peedis 3 (hge) sumur bor mrsebut adelsh Terdehws Scoovatmen wergs
Desa Keban | Kec Sanga Desa Kan Mus Banyussn dan pemii iahan
tersetut sdulah Sdr. Hurman Mayos
Batwa Sakw 9cak tahu ses kapen Terd % [
pengeboan minyak llega karena kegiatan fenetut cliakukan secaa
diamciams,
fahwa @ | A 1 (watu) orang hortan
meninggal Ounia dan 2 (dual orang mangalam uka bakar dan dimwat
di ruman sabit Sekayu;
Bahwa calam hat Al o dmn
mnysk bume abut, T T Sdak el inin

T b 70 A eor TR MR REW Sy

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i

Aeslarer 0

97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha dun esk mesiihi konbeh kefusama dengan pihak yang
e g dan o yak sacara dam dam dan
deangan frengaasnamekan nams prbad den Sdeh mesdik badan
unaha spwpun,

- Bahwa Sake selaku anggota golts Polsex Sanga Desa 3dak nend-

dan tenlang

melssuban hegates degal Sting kamna Asgiaten ferssbul scslsh
keglatan salah dan melanggarhubem namun himbasan dat Saks tdak

peman di indahkan masyarakat:
Tarhad gan Sekai T ’ benar 2an
Sctak habacaln |
¢ havwa bk e saks| yang
menngankan (» de chagw) delem perkars inl;
g tahma T & idangan telah
Gan yang sebaga berthur
Banwa permah rikna oheh P dan

yang Terdakwa bedkan sudan Senar
Bahwa lelah tevjadi pedstva kebokaran sumur bor mivy ok pada han Rabu
tevgget 15 Fetvuan 2023 sebia pubul 2330 WIB bertermpat o Desa eban

' Sanga Dess Mawi Bany -

Banwa Terdakwa $dak medhat langsung tepdan setakaran sumur bor

ey eesetut han pose sast T se2ung terads
N, Te o ada sumur Bor karena

ADentat pleh Warga batwa sumaT Bor memyas Tl saya msakar

~  Bahwa wivish dbertey semur Bor minyak Tedubua wrbake desudan
Tertahwa lesgeung beranghat be ohas sumur Bor minyak dan seisiah
SHTPal O lokasi sumer bor minyak g benar eradi dan
Terdah L] api divaniy clelh wargs namun e
Sak dapat dpadamian kaens minyak Senes keluar dun sumur bor den sl

semakin besar

< Bahwa peny Te diaenakan sl dan rohok
yang Pl men pa paeg geic & selohin dehat summat

Dor minyak lersebut.

- Babwa 3(533) Sumur Dornn yak tersebut adalan milix Terdakwa,
= Batwa sk antam semur sl Sengan yang lan bergersk sebira 50 fima
Pulun ) mwter dan 3 (Bga ) marmT Bor mityk Sreetio! lebakat ses,

ey 10 e 20 A A 1O ORI Sy
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Babwa 3 5pa) sumur Bor minyak dersebutl sudeh menghaslhan mivyok
e

Bahvwa lahan erpa) ksl 2 (kga) SumurSor minyek mrebot sdalah mhan
el s Husman Mayot wirgs dest Katung Ringn,

Bahwa Temakwa membuat 3 (393) sumer bor minyak dengan cama
MengouUNakan Fat 20r yau sepecanghat alat g bor milk Terdavwa sendio
dan wntuh menpelola mingsk Sdsem sumur bor Sersebut Terdakwa
Menggunakan aat terupa mesn sedol minyak, Mat penampangan minyak
sementan becupa fedmon dan dramedrum minyak, selang minyak can
mash baryak slat nmym;

Bawha yang membcal 3 Sga) sumut bot sepak mnetu ! stelah oreng dan
lampung bergumian 8 (enam) oang

Bahvwa 3 (5g9) sumur bor men yak milk Yerdskws dielola cleh J #ga) oang
karyawan Terdavws yans wir Anton Sdr. Yasdan Sar Sadri;

Banwa Tercaiwa Tdek Whu dmans Reterstaan 3 (38) crang Karyawan
Terdahwa tersebul

Bahwa tempat pengeboan minyak pun can pemukiman waga:

Bahwa minyak yang aihastian sebanyok 20 (dua puluh) drum aDu seta
210 |0 n ratus sepubuh ) ar cer han, saps menjeal per 10 (aepuiuh | crom
seharg Rps 400 0CO Senam jit smpal ratus ntu rupiah |

Banwa 2 (dua] sumur bor minyak Terdakwa buat pada bulan Oklober 2022
dan 1 |saks) sumut Sor sinyak Terduhms bust pacda bules Januan 2023
Bahwa Terdaioms mengamtl mnyak dengan cara menauh sepeda mokr

Jang sudan tersebut lau @l yang wrietak o gear
TSRO LN Rk et e ek daes dalm sums yang sudeh @i ihutung
dengan aling selwiah i " L mityuk yang

L ANk Gisumur iersedut
Wl yang Brhubung dengan segeds moler Sulurhan dengan manggunakan
wepeds moker (Mu cantng ng dinghal San date sumur minyek candng
o terpat In minyak yang mana canting tesetut
mengeiaaian minysk setelah minysk lemetul hebsir Wb minysh dan
Sutmur Sersabiul men gats ke petampongan
Bahwa akinal keadian  kebakwan  sumur  bor minyak  tomebut
mengakisaban 1 (sal} orang mennggd ounia dan 2 (dual omang
mengaaT ks bakar
Barvwa Terdarmn biak kanal dengan hortan yang meninggal dunis
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BahwaT sadun hepada hek yang
meninggal aunia tersetat

~ Babwa Tedshwa Bcab ada (on den Sdsk memeihl Aontek Negesams
dungan sihmk manapun calam W P minyek

Menisbang. bahwa Penuntut Umum mengajikan barang bukl seagal
terfeut:
1 (et | Buah meees sedot bekas wtakar
1 (3% ) buah pipa paralon ukwmn %0 inc bekas Wrbakar
1 (sanu ) buah pipa paraion ukeran JinG Dekas terbakar.
1 (ot | Bumh havol
2 (Gua) teal hatenges ledmon:
© Seperanphat alal g (¥at bor sumur minyak|
Tat segan jang lesik kurang 10 (sepuluh) meter.
= Sample cxran yang dauga menysk bum e kacang & (lma) e
yang dmasukian kedaum Rrigen wama sulih ukuran S (kma) Mer,
© Selang sepag hurang letsh 3 (Iga) meter bebas lerbakar
Menimbang. batwa Penuntut Umem mengapian tukd st
FETARIMIND WA AMOF JAIM DENAS Devara Derupa
1. Berita Azwen P L Nomer LAB
01IXKFR0Z3 anggs OF Maret 2023 dengan kewmpulan cavan berwama
hilam dengon valume « § Mer 9 ¥
DEAIUN N PR b
2 Benta Acam Teknis ™P Pada Hie
Aran Ar yang berasal dant Sumer Bor Minyak el Sar. Supraman 80
Aty Seman Didess Kebun | Kecamatas Sangs Dess Habopaten Musi
Banyussis Provnist Sumats Setatan No LAB | S&FBF 2003 demgan
esimpulan hanil pemenhsaan sedaga derkut -
1) Lokes Ap petare hetakaren (LAPK) bersda darah Bars! Days hin
Airwn Ak lanan ) mba sde Herman
2 ¥ adalan ¥a wang mmnyak bomi yang
bersitat Aammatie cleh Bara ( nyals apl terbuba (cpen fame) yang
beteaal dan surmur mnyee.
carwa an @atl beAt dam barang tuks yang
) tata-takia b sebagal berhut
- Babwa pada han Raebu snggel 15 Februan 2023 asiers pubul 2330 W8
bemerpat @ Desn Keban | Kecamaten Sanga Desa Kabupatan Musi

'
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Banyuase teiah tededi pesstaa hebakaran di swmur boc minyak milk
kamna Terd wiah gatar g wmur
menysk yang fdek Seecdakan Sengan ©n dan pihat yeng Sermenesg dan
diabulan scirs mandn deh Terdetms benams senge 3 (ga| srang
pesesa Terdakea yit 5o Anton, Sar Yus dan Sor Haan,
©  Babwa penyebod keDakaran di sumur bor milk Teatakwa dikarenakan ap
dan rehok manyarakat pang mengambl miyak yang mengabr @ seckan
dekat sumur bor minyak tersebut yang mengakbatan | sal) onng
meningpal dumia dan 2 idua) orang mengalam loka bakar
- Batwe Terdekms mumsih 3 (hga) sumes Bor mnyek yang ditsicls oleh 3
(Spa) coang haryawen Tardshwe yell sd: Anton. Sdr. You dan Sde Badd
dimana Qs antra sumur Sats Bengan yang Lan bedarak sekra 50 (hma
puliuh)meer dan 3 (bga) sumr Sor minyas Sersetst twakar semun,
~ Batws Teaken mambust 3 (958) sumr bor minysk dengan cara
39 aa tor yaiu aat g bos milk sendn
dan uniuk sesgeiola minyek o dalam sumor bor wrsebu! Terdakws
menggunakan aat Senipa mesn secol minyak, ¥at penampengan minyax
SNENtIa Deuga ledmon dan druendrum MiInyak selang minyak dan
mash banyak W lanays bersama 8 crang yang bersadl dant Wireung
dimana 3 (dua) sumse Sor mnyak Terdahwa bust pada butan Oxicber 2022
dan 1 {sats ) sumir Sorminyak Terdakea buat pada bulan Januan 202
«  Batvwa Terdakmi mecgambil munyun S0 Salam sumu Sof tersebul dengan
caa ™ yang tersebut Ak digasang
B0 yang Wrietak o gear motar uniak menmtah mnyak dan dalam sumur
yang sudsh & twhubung dengun alat fig selwiah (& caning Smasukhan
Keduwam somur mnysh yang mans untuk mamasckian canling gune
menimbah mnyax deumur lersebut @l yang semubung dengan sepedo
metor dulufan demgan menggunshas sepeds moky sl cadng g
diangkat det  dalem sumur mepek cantng dietskian o tempat
PONATPLTIAN MINYak Fang Mana GINtNgG lemebut mengeiuaran minyak
setelah minysk tersebut helunr Wi mingal derl sumur lersebul mengair ke
wan yang = ey 20 jdus puluh) Sum sy
sektar 210 (dua raus sepulun) Mer per had dan Terdakwa npal pec 10
(sepuiuh ) rum seharga Rph 400,000, -enam [uia empat ratus mu fupah )
- Babwa berdasakan

e 1) e 20 A Anevw 1O ORI Sy
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1 Berta Acera ! Ki st Nomor LAS
DIINXP2023 mnpgal 08 Maet 2023 dengan kesmpulen cairan
berwams hilam cengan voiume ¢ 5 let mesgandung senysas
higdnrokaban ganyusun mevyek bum.
2 Benta Acam Py Tednis K THP Kezakaran Fada
Ml Aian Alr yang berasal dan Sumur Bor Minyak mitk Sdr.
Supratman Min Asu Saman Cidess Katan | Kecamatan Sangs Desa
Moy Proeris Selatan No LAB
OBOFBF2023 dengan kesmpuian hasd pemenksaan sebapa berkut
1) Lokesi A pertera setabaren (LAPK) berada diarat Barst Daye
hile Alitws A¥ (aban ) ek st Harman

2] Peny adaah minyak tum yang
benitet fammable clen bara [ nywis apt Wbuke (open Same) yang
bemsal dant sumuyr minyak

Bavwa ™

Kontiah hefasama desgen Daden Lsaha ateu pererniah dan Tesdakwa

Soak xia @n dan pak yang g untuk
mnyak ol S6C000 prbad dan unts
kepentinges prited.
Menimbang,  bahes  sempinym Masds  Haum  akan
acasah faktafakta hubum tersebot o slas,
Tertahwe Capat Cinyatakan telen melohuien 100en (dans pang delakndbun
kepadanya
G Satwa =lah cien U
dangen taky yang Goa Masdls Haem shan

mempertimbenghan  vebih  dahubi  Geowaan  primalt Peountet Umem
ezagaimana Manr dalam Pasal 62 Undang - Undang Repubile hadonesa
Noemer 22 Tahun 2001 Tenang Mnyak dan Cus Bum ssbageimana telah
ubah calem Pesal 40 wnghka Xn-T Undang-Urdang Mapu sk hdonesa Nomor
11 tahun 2020 tentang apta kel Jo Pasal 55 ayal (1) KUMP, yang unsur-

whaum e adalah sebaga berbut

1 Satap crang,

2 Unsur an Eb Eks i tanpa
memik penonan berusaha atau Kontak Mena Sama

b § Nmtwin yang yang wruh @an yang
Funit werta meeabihan pertuatan

A e 20 A ARy 1O ORI Sy
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g batrwa a but Mass Hakimn
mempertimbanghan sedage tenkut:
A, Umser “Setiep ceang”;
Menimbang bavwa Setap crang d aini menssguk pede sebeg oreng
San badan NUkuM yang merupakan implementasi dan subyek hukum sedagal

Outung hak dan yang elan uaty tegak
Pldana yang dénomg oleh sats peratare perundang-undangan yang befehy
Nenimbang. bahwa @ p gan telah Te

vemama Rswan bin Haudn yang g
wrrual @ ales Adapun delem B A

dentiianys, cemibies hatye dengen Pars Sekal yang dbsdiden &
cersidangan Lga menerangkan Sahwa Terdaema adalah wang yang dimassud
dalam sural cakwaan sebage crang yang ddakws wiah melskuban Sndsk

Pdana calam pecaca inl

Nenmbang, bahwe cleh wwens T telan
tak skehTedakna maupun oeh Pars Saksi o pesicangan seboge oang
g datam - Pe Urum, maka dap

S4aK ado KesFaNAN MeNgena suliyek HUkLM (Y 0 DIvsona ) dalam peea
i, Batrwn Senar Terdubmn adalah sutyek hukum yang desskaud dalam st
cavwase Penuntsl Umem sebagal omang yang deugs ielah melabukan tndas
P0ana calam perkara int

Menisibeng, Sahwe deh bamna bdun ferdadet hehelituin mengersl
subjes holum sebagaimana yang dmaksud dalam sural, maka Majells
Makimmenita Sahwa eosur“Setap orang” twah et

AdZ. Unsur “Melak [ Ek &k iteai sanpe
memibhi & ha tau K K Mg Sama ™|
! g, bahwa yang dengan / agaian
oG berky i onda geolegl unlk
dan oan Mnysk den Gar Bum &
Vilayan Kem yanp gean yang dengan
adwah an hegiatas yang b . Minyak dan Gas
Bum den Wiaysh Kens yang Sientuban, yang Wi sles pesgeborsn dan
UM, paob sana pen dan
o uniuk dan Mnyak dan Gas Bumi @
gan serte keg Inn yang CaLl

e 13 et 20 At Aneww 1O ORI Say
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Menimbang bahwa yang dimassud dengan konvak ke sama adalah
Ronyak Bagl hasd U bentk konvak e sama lan daam keglatan

dan yong wtah gentungian negers den hasilvya
Spmigunaan wnlk sebe e -bessr bemakmune rakyel
i~ bahwa fakiafakta hukum yang tenengrag

Aparudangan, bahwa pada had Rabu tanggal 15 Februan 2023 sebira pakul
T30 WE tereempat & Desa Ketan | Kecamatn Sanga Desa Kabiupstan
Musl feiah terpa @ sumur Dor muyak milk
Te karena tefan S wmer
mupsk yang Bdak disefeban desgan on dee phak yang berwenang dan
Slabukin snces mandil cleh Terdens Senams desgan 3 (liga) crang
pekara Tentavwa yatu so Anmn, Sor Yus dan 5ot Baoe

g behwa s o sumur bor milk Teestskwe
Ghameakan ap dan ohok masyarakat yang mengambil mivyak yang mengal
& selowan o Ber N yak e 1 (natu) erang
Seringgal Sunia dun 2 {dul) oang mengalam luka bakar

g Dahwa L 3 (iga) sumur bor mnyak yang
dhoiola olen 3 (pa) orong karpawan Terdakwa yatu s&. Anion, Sov. Yus dan
Sdv Badrl dmans jarsk anlers Sumur ks Sengan yang les begesk sekin 50
Pima putuh) meter dan 3 (959) wemur bor minyak lersebul meakar semua;

cahws 3 ga) sumur bor mevyak

dengen ca mengunakan el ber palu seperanghat Wit g Ser milk
Terdakwa sendet dan untuk mengelola mnyak @ Galam sumur bor lersebul
Tertakwa mengaunakan alat berupa mesin sedat minyak, alat penampungan
sk smeniars betps ledmon das dnem-Grum menysi, selang minyw dan
Mt banyak wal lannyae bersana § crang yang Serasal den Mmpung Smana
2 (ua) sumur bor minyak Terdaxwa buat pads tulan Okicber 2022 dan 1
aatu ) surmus Bor meny i Terlahws Doat pads bulan Janues 2023,
barvwa T oy Sari dulam sumer Bor

ereetot dengan cam menanih sepeda Motor yang sudsh dmodifias: tersetut
laks Spasang b yeng fedetan & Qedr melor untuk menimbah minyak den
dalam sumur yeng sudst ¢ wthubung dengen slst sg seislah i cantng
SAsUan HedILIM LAmUT TN YANg MaNa Uniuk memasykkan caning
QUNa menimban manyak dsumur ieesetut tall yang terubung dengan sepeda
mctor dulurkan dengan manggunakan sepeds motor lalu caning g Ganghat
Sl dalmm sumur minysh camding & wmpat gan mimpak

ey 1 e 20 Aaam Anevw 1O ORI Sy
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PAg MANA cantng Risebul mengeiadran minyak, seielan menyak ersebu!

keluar taly minysk carl sumer galr ke gan yang

mengasiuee ssbanyek J0 (dus pukih) Sum ates sebite 210 [Ses el

sezuluh) Iber pet has dan Teed mus per 10 k| Srum e

Rpf A00.000 enam pia empat s rbu suplan)

Nenimbang, bahwa bergasanan

1 Betta Acan P L i Nomer LAR
QITRNKF 2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpaian caran berwama
Ntam dengan volume <+ § lner 9o g senyswa
penyume ek bum,

2 Bants Acam P Tenis K. ik TRP Kaba Pass Hix

Alran Ar yang bemsal gar Sumur Bor Mieyak owik Sor. Supraman B

Abu Saman Cidesa Xeban | Kecamwian Sarga Desa Kabopaten Mus

Bamyussin Provimm Sumaters Selaten No LAB  BAFBF202) dergan

Resmpulan hasil seratriasn sebagal betha |

1) Lokas Ap petama heakammn LAPK) beinda ciarah Barat Days hik
Airan Al flanan ) mili s Hemman |

2) Penyedad iebak adalan ya uang munyak bumi yang
benitet Nammable cleh Sarm / nyala sl Webuks Epen Neme) yang
beresal dar sumurminyak

Konirah hengasma desgan badan caata dleu perwenieh dan Tedekea

bdak ada Win dan pinak yang 9 untuk .
myak wersebut 0CINI PIEAH Gan STk
hepeninges prted
hahowa b Metmrrian pesal 52 UU Namor 22

Tahun 2001 sesapaimana elah dbah dengan UU Nomae t1 Tahwn 2020
wnung Cipts Kede memberitan sanksl pcuns bagi ssfise crang yang
can g yal kontrak ket same
orups pdana penpr patng lama & fenam) tahwn dan decda gaing Snagl
Rp60.000.000 000« denam putuh milyar),
! G batwae G minye
Bukan berdasarsan honirak kedasama dengan badan ussha atau pemesntan
can Terdabwa BO3K a0a @ dan ghak yang Denwenang untuk melakusan
7 pergar minyak secara pnbadh dan
Wik kepentngan prswd|

e 17 e 20 At A 1O ORI Say
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g bahwa umean fakta hubum datas oleh
karena tunan o eglatan segert sermabut datas
aiauh beripean untuk menghaslkan mevyak menlh feu men e tuns Mnps
meTpunyE Aonbek Bere sama dengan badan pelkaans masapun . make

dengan demikian unsur A rak kerp
sama” menurat Majels Hakim teiah tepenuhi;
A3 Unsur "Mecsta ymng melek yang meny dan

Yang turut sarts melakukan perbustan”;
Menimbang tatea usser ini dikenal puta sebagal unsur “Secaa
", i mana Lok clah 2 (2ea) oreng atee letih
PG MANNg-masng dkan y- han dun pe Yy suma
e munghia Hosk Sama. yang pening S antac para pelabu tardapat ket
same secara sadw dam mawng-mawng Wb melskuks  perbustan

Yy * adalan pelebl sempumapench, yatu yang

sesuan 9 SRTUA UNSUT yaNng dirumustan

dalam suaks Sndek prdana, F o 3 defam
nal % g BN Takso sesuad Indak pdana
Sehatan] axan tetap! @ menyurunh orang lan untuk melaksanakannya
S ' “Turul serts o delam hal ade betwraps crang
F°G benama4aTa wbage sab e yang
secoriiian rupa. sehingga L ha ing-masing secaa
mfepas Nanya I dan tndar sders,
segangsan dengan ang! aau masing-masng oRng

wrEetut  aak  pidana men@d mraksana atas tocak pdana i menpd
“MMMlummn“wvm
UG Indek pvdana
B 9. bahwa fakafakta hulum yang terungae
Smtadangan, betvwa sads has Rabu ungpel 15 Febinues 2023 sebis pukul
330 W tereerpat & Dess Kadan | Kacamstan Sanga Dess Katupesn
Musi lan o & sumur bor minyak mik
harena Te Ietah Ut
mysk yang tdek disetalan dengan 4On dan phak yang berwenang dan
Slakukan secam Mmandin oleh Tefdaksa Bersama desgan 3 (iga) orang
perera Tendavwa yaitu SO Ann, Sar. Yus dan Sor Badn
N g Dahwa peny o st boe ik Teedakwe
Alameakan ap dan mhok masyant yang mengamhil minyak yang mengabe

ey 0 e 20 A AR T ORI Sy
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o Selohan debat sumur BEr Min yak rsebut yang mengakBatan 1 (saku) crang
meninggal sunia #an 2 {dua) orang mengaiami luka bakar;

. G Sehwa T i 3 (g sumur boe menysk yang
cikwiola clen 3 lige) orang hacpawan Terdehwa yar sd Amion, Sdt Yis dan
S0c Badn AMana Jarax antans sumur st dengan yang lan begamak sekin 50
Jima gatuh) melter dan 3 (13} Semur DOr Minyak tersedut leceakar semua.

Neni g Sahwa 7 3 Mgal sumr bor mimpa
dengan cam menggunakan alat bor yatu seperangeat slat ng boc mik
Terdakwa senda dan untuk mengelia mimyak @ calam sumus bor fersebut
Tordahwe mengpunatan alst berupe mesn sedit mnyek, alat pemargungan
ek serenians betgs ledmon den Snam-drim miny sk, selang mivyek dan
mash banyak s lannya bersama B orang yang berasal dan Amgung Smana
2 (@us) wemur bor minyak Terdskwa Sual pade tulsn Okober 2002 dan 1
et ) syt Bor mnyak Terdakws Sat pads budan Janues 2003

Ne G bahwa ursian fakia hubum Seas Maea
dengan dembian unsue Tisul set melabuisn  menuiut Majels Haekim elah
wpenurey

Neninbang, dahwa ofeh karena semua unser dan Pasal 52 Undang -
Undang Reputik Indonesia Nomor 22 Tamun 2001 Tenang Mryak cun Cas
Dum sabagamans mlh dutah calem Pasal 40 sngha Ke-7 Undang-Undang
Repubik Indonesia Nomer 11 hun 2020 sentang opta keda Jo. Pasal 55 ayst
(1) e ) KUMP, v Tardibons hacusiah dinyamban telan wiull secars san
dan meyakinkan meakuikan tndsk pidana rebagamana odakwakan daam
Saewan priver Penuntut Umee:

Vanimbang, Sehwa cleh hamna semunss delam dakmasn jrimal
peauntul U wlah denuts Slah die San petuaten Terdakwae, sehisgge
Maeiis Hakim Sdak akan memperimbanga dakwaan subseair Peoun st
Ui

Menimbang tahwa cleh tarwas peribelasn yeng daukes owh
Terdakwa Scak menyanghut fakta dan kaedah Swkum yarg didakwakan
el annsn hanya berupa p maka
paeg demisien Bfak akan dipal mesaehkan peodapat Mapis Hatim tenteng
WPLOURNYS Unsurensur & atas dengan demiuon Magels Hakim letap
fersebut wlah tepenuhi clen peduaan
Rl Fan teetang g dangzap

A 16 et 20 At A 1O ORI Say
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sebagal  akan Il dulam L2 ang
g dan atan;

Manimthang  bahwe  Sslen '-un.n Mageiis  Haue bl
menamuke he-bal yang cepet o E ] EETY
2K 500003 Maran perhenar dan Fau Ja%an pemaa’ maka Temabwa Naus

90

Nenimtiang bahvwa oleh kamna Terctakwa mampy Sertanggung e,
maka harus dinyatakan berssiah dan diauhi pidana;

Menimbang. bavwa setelan Majels Halwm memperhatkan takta-fakla
yeg Wranghap dperscengan den ke diusSan ano- upsen  dan
pemdanaen pang semate-mals by lah Lk laink.
Dertquan s dan agar Te

¥ sehinggs SApat mengadi ANDRCLE MEs AR yang
Sek & hemudian hat dikaman dengan hal-hal yang memtieatan can
menngankan, sem dalam nal Te e ya detam
Readann sadar, maha Magls Hakm mamandaeg coep %ostoan adil apabia
tepada Terdakwa dptuhl pltana secagamana dsebutan calam amar
sutusan cibswah

Wenimbang, babwa clek wmens Terciwa Mrbult cleh sasal yang
secarn ap Te ks djatuti
pidana denda sebagomana akan disedutian dalam amar pudisan.

Menisbeng behwa delam pehaes m lehasen Terdawma Wwiah

» pe yaNg sah, maka Mas: Pan angapan
Mmm—wlmmuwmmmm
Spusn

Maninbeng habvwa cleh harens Terdabma Sahan den petsbanan
eMatap Tevakwa dlandas: #asan yang cubup, Masa portu Shtesapkan agar
Terdahwatetsp berada daam lahanen,

9 bBavwa tamng buki yang dapkan @
urk Wiy Se0ag derkut:

Meninbang Bahws lerhadas banang Suk Berups .
Sepmrangat wlal ng (Alat Sor messt e

yang lieah kan  untuk b dan/asa
merupakan hasil Gan keEhatan sl mash Mempun yan Al exonomes, maka
the kan agat barng bukt g Uik negars;

Menimang, batwa techadap Samng buks besps

AT 2 e 20 A A 1O IR Sy

——
e 20

i
i




109

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 {sats | Suah mesin sedol Betis Brhahar.

1 (saty | tuah ppa paralon ckuman 10 iInc Delas terhakar,

1 (ks | Sualt ppa paWon wumn 3 ms bekes lertabar,

1 (ks | S ke

2 {dual buah kerangka tedmon;

Tak sepanjang lebh hurang 10 {sepuiuh) meter

Sarple cavan yang Hduga wtah w5 e}
Iiter yang dimasaikan kedalam esgen wama putin ukuras 6 (Wma) ier.
Setang sepanang kurang leoi 3 (393) meter bekas ferbakar:

yang el et dpegunekan unhd - dan cAh
shan Apwegu Ltk menguleng e raka partl -
Barang bust lersebul Ceampas untuk dmusnadhan

Monintang, Satws unaik A pdwna T
aka car; Apert=Hanghkan mehh cahuly tnadam yag memterstian dan
i marngankan Terdekwa:
Kesdase yang membeatun

T gan dengan prgram p dalam
PEDEANIESIN PETOYINGAT MUn Uk lepd

Kasdust yang meonganian.
< gakul dan meep .

« Tescakwa belum peenah diatuhi pidana sebekamnya;
Mensbeng bSehwa clen rens Terdenwadiubt: sdana maka

puta untuk e biaya perbara,
Nempemancan Fasal 52 Undang ~ Undang Repubis indoresia Nomey
22 Tabven 2007 Testang Alinyuk dan Gas Bom ssbagsimana twtah dubah
calam Passl 20 angia Ke-T Undang-Undang Repulsih hdonesis Nemer 11
Sahun 2020 entang Cpta Kena Jo. Pasal 65 ayat {1) kest KUMP dan Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 1981 lenteng Kilsd Usdang-Undang Hubum Aces

Picuna s ) Gun lalmeys yang Seosanghuten
MENGADIL:
1.\ Y als Man bin Abusame lenetul &
we Wertukd amcars sah dan meyeh ndu
pdana secan 2o asl @opa ¥

hontak kena sama sebagalmana dalam dakwaan pamair;
7 Manphatkan pidans kepads Tecdshwn cish karsns (0 dengan pasana
perpn snlwns 4 fan ser dends Rp32 500000 - {dua

AT 7 e 20 A vam A 1O IR Sy
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PUN AUl uta e s b piah | dengan Aetentusn apabila denda
fersetut taak dbayar digant dengan wdanas kuningan seams 2 )
buan,

3 e o cun h yang wish cieani

@ L ya dan pdana yang
4. Menetphan Terdaiwa fetap dlaban.
4 Menwtapian bameg bukll beupa’
Seperangkat akat ng (alat bor sumur minyakt

Diampas untuk Negara.

1 (waks) s mesin smciot bakas lrbahae

1 isatu) buss piga perwon Ghumen 10 ins ek wSabar,

1 (Satu) buah ppa paraion whuran 3 nel bekas wbakar

1 (st} buan katrt;

2 (dua) buah kerangha wdmon.

Tall sepanjang lebin kuang 10 epulul| meter.

Sarple cakan yang Sduga minyak Burms sebn yak |ebin kurang 5 dima)
Aer yang @masubkan kecalam jerigen aama putinh wkuran § (ima) Her.
Selang sepanjang kusang lebih 3 (80a) meter bekas toebakar

Dimenpus untub dmasnahian,

. hegads untuk By peckacy sy
Rp2 500,00 {dua nbu Ima s rupian .

Dessbian dputushan dalam siding permusysmanten Mugets Hates
Pengadian Negeo Sesayu, pada harl Karss Sanpgal 25 Mel 2023, oleh She
Anant SH MM, sebagal Hakm Geryy Pura SuwardlSH . dan Muhamad
Noviank, S H  masng masng sebage Halim Anggom. den ducichan dele=
sdang Wetuks Unuk Umee pecde han den Wngoe Ik ugH secan
wiskonferons oleh Hakim Ketua 0engan dMAMINg Pam Hakim Anggom
wrebut didanty deh Ramd, SH AN, Panins pads Fengasien Neges
Sekapy, wettn dhade clen Menny Emsing SH ., Penusait Umum den
Terdakwa secara telekonferen sl dan Rutan Sexayy:

Hakimhakm Anggon, Huion Katus.

Gery Putra Suwardi S H S AN SEH MM

Mutsnad Novnant 4 1

A o 20 A vam Aneww O ORI Sy
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Panima

Rasii S H.MH

A EE e 20 P A 1O ORI Sy
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